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IMPLEMENTASI MULTI CRITERIA DECISION MAKING (MCDM)
UNTUK EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI
JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS DAN
TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL
SOLUTION (TOPSIS)

ABSTRAK

Penilaian kinerja pembangunan daerah berkelanjutan memiliki beberapa
kriteria diantaranya, berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk
mengetahui nilai dari Kriteria-kriteria tersebut terdapat beberapa sub kriteria yang
digunakan sebagai indikator. Banyaknya kriteria dan sub kriteria dalam penilaian
kinerja pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur yang memiliki 29
kabupaten dan 9 kota membuat penilaian kinerja menjadi rumit sehingga
diperlukan pendekatan yang dapat mengakomodir semua kriteria dan sub kriteria
tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan MCDM. MCDM
merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif
terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui rangking setiap kabupaten atau kota dalam
evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur berdasarkan hasil
cluster menggunakan metode TOPSIS, sehingga dapat memberikan masukan
kepada pemerintah daerah Jawa Timur dalam pengambilan keputusan untuk
mengembangkan pembangunan daerah berkelanjutan berdasarkan preferensi
kriteria kabupaten atau kota. Langkah dari penelitian ini terdiri analisis data,
clustring data menggunakan Fuzzy C-Means, dan perangkingan menggunakan
metode TOPSIS. Dalam analisis data menggunakan nilai KMO yang dilakukan
menggunakan uji statistik sebesar 0, 659. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa
kelayakan data dan analisis faktor cukup tepat untuk dilanjutkan keproses
clustering data. Pada proses clustering data dapat mengelompokkan 4 cluster
yaitu cluster daerah maju, potensial, berkembang, dan tertinggal. Kriteria
pembobotan tersebut digunakan untuk proses perangkingan. Hasil dari penelitian
ini berupa rangking setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur dari kriteria
ekonomi, sosial, lingkungan, dan keseluruhan kriteria. Untuk hasil perangkingan
sepuluh besar teratas diduduki oleh Kabupaten Bojenogoro, Banyuwangi, Kota
Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik
dan Malang.

Kata Kunci: MCDM, Fuzzy C-Means, TOPSIS, Pembangunan Berkelanjutan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya
untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang (Jaya, 2004). Tujuan
pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya untuk pemerataan pembangunan
dari berbagai aspek yang berlangsung untuk generasi masa kini dan generasi yang
akan datang. Kesejahteraan masyarakat yang menekankan serendah mungkin
dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam rangka
menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik untuk generasi yang akan datang.

Ada tiga faktor utama mengapa pembangunan dari berbagai aspek harus
berkelanjutan. Faktor pertama, ditinjau dari sisi pembangunan ekonomi yang
diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa
secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari
terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan
industri. Faktor kedua, ditinjau dari pembangunan ekologi atau lingkungan,
konsep keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya
yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan

lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati,



stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk sumber-
sumber ekonomi. Faktor ketiga, ditinjau dari pembangunan sosial, keberlajutan
secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai Kkesetaraan,
penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan
akuntabilitas politik (Fauzi, 2004). Ketiga faktor tersebut dapat diilustrasikan pada

Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Tiga Pilar Pembangunan Daerah Berkelanjutan
(Masdin, 2011)

Konsep pembangunan berkelanjutan  digunakan sebagai prinsip
pengorganisasian visi dan misi di berbagai tingkat Pemerintahan, terutama di
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi
Jawa Timur nomor 2 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi
Jawa Timur bahwa pemerintah Jawa Timur ingin memeratakan pembangunan
daerah yang meliputi daerah kabupaten dan kota dari aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Dalam penilaian dan pemantauan kinerja pembangunan di setiap

daerah di Jawa Timur, pemerintah daerah mengumpulkan data kinerja dari



berbagai aspek pembangunan berkelanjutan dan mempublikasikan data hasil
evaluasi tersebut dalam buku statistik tahunan.

Aspek atau kriteria yang ada dalam evaluasi pembangunan berkelanjutan
daerah memiliki beragam keterkaitan. Misalnya, pertumbuhan suatu kota dengan
diiringi penduduk yang besar maka akan membutuhkan area yang lebih besar,
sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan alam. Jumlah penduduk yang
besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah
akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas
penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin
terbatas. Pengentasan kemiskinan dengan cara membuka pembangunan pabrik
perlu memperhatikan lingkungan alam. Permasalahan tersebut menjadi tanggung
jawab masyarakat terutama pemerintah daerah di Jawa Timur. Hubungan timbal
balik permasalahan tersebut dapat digunakan untuk penilaian sebagai evaluasi
kinerja pembangunan daerah berkelanjutan.

Penilaian kinerja pembangunan daerah berkelanjutan memiliki beberapa
kriteria diantaranya, berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek
sosial dilihat dari populasi, infrastruktur, kualitas hidup dan kemajuan peradaban
sosial. Aspek ekonomi dilihat dari agregat ekonomi, ekonomi rata-rata, kualitas
ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Serta aspek lingkungan yang dilihat dari
sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan ekosistem. Untuk mengetahui nilai
dari kriteria-kriteria tersebut terdapat beberapa sub kriteria yang digunakan
sebagai indikator. Banyaknya kriteria dan sub kriteria dalam penilaian Kinerja

pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur yang memiliki 29 kabupaten



dan 9 kota membuat penilaian kinerja menjadi rumit sehingga diperlukan
pendekatan yang dapat mengakomodir semua Kriteria dan sub kriteria tersebut.
Pendekatan evaluasi yang dapat digunakan diantaranya Multi Criteria Decision
Making (MCDM), teknik Probability, Linear Programming, dan Gaming War
Games. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan MCDM.

MCDM merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk
menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa
kriteria tertentu. MCDM merupakan salah satu metode yang sering digunakan
untuk penentuan keputusan dalam bidang manajemen dan pengelolaan sumber
daya alam (Rani, Nessa, Faizal, & Samawi, 2014). MCDM juga digunakan untuk
pemilihan terbaik pada beberapa kasus seperti penelitian Pemilihan Pemasok
Terbaik dengan Menggunakan Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS) (Putra, 2013). Pada penelitian Evaluasi Pembangunan
Kota Berkelanjutan Menggunakan MCDM Menggunakan Nilai Fuzzy untuk
Mengidentifikasi Koefisien Setiap Kriteria (Zhang, Xu, Yeh, Liu, & zhou, 2016).

Dalam metode MCDM, masalah krusialnya adalah menentukan bobot dari
setiap kriteria dan sub kriteria. Biasanya pembobotan dilakukan dengan
mengambil data primer dari para ahli sebagai justifikasi preferensi. Namun, dalam
penelitian ini tidak dilakukan pengambilan data primer, tetapi menggunakan data
sekunder. Sehingga pendekatan pembobotan dilakukan dengan metode Fuzzy C-
Means. Metode Fuzzy C-Means digunakan untuk pengelompokan dan
pembobotan kriteria dari indikator pembangunan daerah berkelanjutan.

Pembobotan kriteria menggunakan metode Fuzzy C-Means dikarenakan dapat



memperkirakan preferensi nilai numerik yang mengakomodir ketidaktepatan nilai
akibat banyaknya kriteria dari indikator pembangunan daerah berkelanjutan.
Misalnya nilai ekonomi yang tinggi, sedang, rendah bertepatan di nilai berapa
yang sesuai dengan data objektif yang ada. Kelebihan dari Fuzzy C-Means adalah
dapat melakukan pengelompokan lebih dari satu variabel secara sekaligus (Efiyah,
2014).

Masalah krusial berikutnya dalam MCDM adalah pengambilan keputusan
alternatifnya. Keputusan alternatif yang diambil dengan mempertimbangkan
kriteria yang menghasilkan bobot tertinggi. Metode yang digunakan diantaranya
SAW, ELECTRE, AHP, MOORA, MAUT, TAGUCHI, ARAS, PROMETHEE,
UTA, SMART, WP, dan TOPSIS. Dalam penelitian ini pengambilan keputusan
MCDM menggunakan metode TOPSIS karena dapat menyeleksi alternatif terbaik
dari sejumlah alternatif secara cepat dan praktis. Metode TOPSIS dalam
perhitungan komputasinya sederhana, cepat, dan efisien. Metode TOPSIS dapat
menentukan solusi terbaik dari alternatif yang memiliki jarak terdekat dari solusi
ideal dan jarak terjauh dari solusi yang tidak ideal (Oktariani, 2017).

Beberapa penelitian yang menerapkan dari gabungan metode Fuzzy C-
Means dan TOPSIS ini diantaranya adalah Model Integrasi Algoritma Clustering
Fuzzy C-Means dan Metode TOPSIS untuk Penilaian Umur Pelanggan oleh Amir
(Azadnia, Saman, Wong, & Hemdi, 2011), Integrasi Fuzzy C-Means dan TOPSIS
untuk Evaluasi Kinerja pada Aplikasi dan Analisis Komparatif oleh Chunguang

(Bai, Dhavale, & Sarkis, 2014), dan Sistem Pendukung Keputusan dalam



Pemetaan Prioritas Perbaikan Jalan dan Jembatan Nasional di Provinsi Bengkulu
Menggunakan Metode TOPSIS dan Fuzzy C-Means (Oktariani, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan suatu metode untuk
mengidentifikasi dan memasukkan Kkriteria keterkaitan dalam proses evaluasi
pembangunan daerah berkelanjutan untuk pemerintah kabupaten atau kota di Jawa

Timur menggunakan MCDM dengan metode Fuzzy C-Means dan TOPSIS.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahaan sebelumnya, maka pokok
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil clustering berdasarkan indikator pembangunan daerah
berkelanjutan di Jawa Timur pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
menggunakan metode Fuzzy C-Means?

2. Bagaimana hasil perangkingan setiap kabupaten atau kota dalam evaluasi
pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur berdasarkan hasil cluster

menggunakan metode TOPSIS?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui clustering berdasarkan indikator pembangunan daerah
berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di Jawa Timur

menggunakan metode Fuzzy C-Means.



2. Untuk mengetahui rangking setiap kabupaten atau kota dalam evaluasi
pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur berdasarkan hasil cluster

menggunakan metode TOPSIS.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dapat menambah pengetahuan di bidang matematika khususnya tentang
penerapan metode Multiple Criteria Decision Making (MCDM) dalam evaluasi
pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur menggunakan metode
Fuzzy C-Means dan TOPSIS.

2. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Jawa Timur dalam
pengambilan  keputusan untuk mengembangkan pembangunan daerah

berkelanjutan berdasarkan preferensi kriteria kabupaten atau kota.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Evaluasi pembangunan berkelanjutan hanya pada wilayah kabupaten atau kota
di Jawa Timur, yangg terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.

2. Kriteria atau indikator yang digunakan hanya pada aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

3. Untuk kriteria lingkungan pada sub kriteria indeks kualitas udara dan produksi
air limbah industri tidak digunakan karena setiap kawasan industri berbeda-

beda disetiap kabupaten atau kota di Jawa Timur.



4. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan pemasalahan dalam penelitian
ini menggunakan gabungangan dua metode yaitu Fuzzy C-Means dan TOPSIS.

5. Untuk validasi metode yang digunakan untuk menyelesaikan pemasalahan
dalam penelitian ini menggunakan metode Silhouette Index.

6. Jumlah kelompok atau cluster untuk setiap indikator ditentukan hanya empat
cluster yaitu custer 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4.

7. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisis data adalah software

SPSS Statistics 20 dan Matlab R2013a.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan pada laporan tugas akhir ini terdiri

dari lima bab sebagai berikut.

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini memuat dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai teori yang didapatkan dari sumber pustaka
yang mendukung penelitian, antara lain vyaitu evaluasi pembangunan
berkelanjutan, kriteria-kriteria pembangunan berkelanjutan, MCDM, Fuzzy C-

Means, Silhouette Index, dan TOPSIS.

BAB |1l METODOLOGI PENELITIAN



Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik analisis

data, variabel penelitian, dan tahapan penyelesaian penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis dari proses clustering menggunakan
metode Fuzzy C-Means, kemudian hasil dari clustering dievaluasi menggunakan
metode Silhouette Index untuk melihat keakurasian. Setelah proses clustering
dilanjutan proses perangkingan menggunakan metode TOPSIS, kemudian dari

hasil perangkingan di analisis sesuai dengan keadaan nyata tiap daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk

pengembangan selanjutan.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu
aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang
telah ditetapkan, dan cara pencapaiannya. Menurut Organisation for Economic
Co-Operation and Development evaluasi merupakan proses menentukan nilai
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.

Pembangunan berkelanjutan menurut Brundland pembangunan daerah
berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan
lain sebagainya yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundland, 1987).
Sedangkan pembangunan berkelanjutan menurut Sofyan diartikan sebagai
transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik untuk
meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya
pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi  kepentingan mereka (Abdurrahman, 2003). Menurut Askar
pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki
mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang

mendukung kehidupannya (Jaya, 2004).
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Oleh karena itu, evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan adalah
penilaian terhadap program pembangunan mutu kehidupan terhadap segala aspek
diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terpenuhi
kepentingannya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
Penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan
diantaranya, seperti penelitian pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan 2012-2013 (Yordani &
Sugiarto, 2016), clustering indikator pembangunan berkelanjutan di Indonesia
menggunakan Algoritma Self-Organizing Maps (SOMs) Kohonen (Setiani &
Hakim, 2015). Pembangunan daerah berkelanjutan sangat penting diteliti untuk
mewujudkan visi negara Indonesia menjadi negara terkuat ke-12 dunia pada tahun
2025 (Yordani & Sugiarto, 2016), terutama pembangunan daerah berkelanjutan di
Jawa Timur.

Evaluasi dalam Islam menurut al-Ghazali adalah muhasabah yang berarti
memperkirakan sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 18 yang

menguraikan tentang evaluasi diri (self assessment).

§7 @ X7 AEodey a2 lgae s 3 oAy f - S

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
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Berdasarkan ayat tersebut, pengertian evaluasi dapat dijelaskan dengan
memperhatikan kata Sk yang artinya sepadan dengan kata menimbang (L),
memikirkan(_sé ), dan membandingkan atau mengukur(u«8 ) (Rusn, 1998).

Pembangunan berkelanjutan dalam Islam merupakan suatu kewajiban bagi
manusia (Mas'ari, 2017). Hal tersebut tersirat dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah

ayat 30 (Departemen Agama RI, 2007).
Skl e Lo a8 48 01 el ) 2800 5 018 )
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Artinya:

“Ingatlah  ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*. Mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui™”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai
khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah menjaga
segala yang ada di bumi untuk dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,
dalam memanfaatkan berbagai sumber daya alam, baik yang ada di laut, maupun
di daratan harus dilakukan secara proporsional, professional, dan rasional untuk
kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistem
yang ada.

Dengan demikian evaluasi pembangunan berkelanjutan dalam Islam

dianjurkan, karena untuk memperhatikan keadaan bumi untuk generasi

selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan sumber kekayaan harus diusahakan
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dengan strategi yang tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia.
Evaluasi pembangunan berkelanjutan ini perlu diusahakan, supaya dapat menjaga

kelestarian alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

2.2 Kriteria-kriteria Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Pembangunan daerah berkelanjutan memiliki tiga dimensi atau aspek
kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jaya, 2004). Ketiga aspek
tersebut menjadi kriteria-kriteria pembobotan dalam pengambilan keputusan.
Aspek ekonomi ditinjau dari kriteria agregat ekonomi, ekonomi rata-rata, kualitas
ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Aspek sosial ditinjau dari
kriteria populasi penduduk, pembangunan infrastuktur daerah, kualitas hidup
penduduk, dan kemajuan peradapan sosial. Aspek lingkungan ditinjau dari kriteria
sumber daya alam, ekosistem, dan kualitas lingkungan di setiap daerah. Untuk
penilaian setiap kriteria secara umum tidak dapat ditentukan, maka terdapat sub

kriteria dari setiap kriteria dalam penilaiannya akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Aspek Ekonomi

Masalah utama pada aspek ekonomi adalah perubahan global dan
globalisasi. Maksud dari perubahan global adalah perubahan keadaan lingkungan
hidup secara global, perubahan budaya, dan globalisasi ekonomi. Terjadinya
globalisasi tidak dapat dibendung kehadirannya dan harus dihadapi oleh setiap
Negara. Kemajuan teknologi, komunikasi dan telekomunkasi serta transportasi

semakin mendukung arus globalisasi, sehingga hubungan ekonomi antar Negara
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dan region menjadi sangat mudah. Dalam era globalisasi, semua Negara terutama
disetiap daerah perlu mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dari Negara yang
lain. Oleh karena itu, aspek ekonomi dalam pembangunan daerah perlu dievaluasi
untuk generasi yang akan datang. Maka kriteria dalam evaluasi pembangunan
berkelanjutan di Jawa Timur pada aspek ekonomi ditentukan oleh sub kriteria
sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang
dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode
tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB di
Indonesia menggunakan dua harga yaiu PDRB harga berlaku dan PDRB harga
konstan. PDRB harga berlaku adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga
konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan
harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar
(Moneter, 2018). Sub kriteria PDRB dalam penelitian ini menggunakan PDRB
atas harga konstan yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

2. Investasi Tetap
Investasi adalah pengeluaran untuk mengadakan barang modal pada saat
sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan keluaran barang atau jasa agar
dapat diperoleh manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang selama dua

tahun atau lebih (Haming, Murdifin, & Salim, 2003). Investasi tetap diartikan
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sebagai investasi dalam aset fisik pembangunan dalam satu tahun lebih.
Investasi tetap dalam penelitian ini diambil tiap kabupaten atau kota.
. Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya
anggota rumah tangga (Sirusa, 2018). Seperti contoh pengeluaran perkapita
Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp10.150.000. Artinya, secara rata-rata
pengeluaran penduduk Indonesia selama setahun adalah Rp10.150.000.
. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk. PDRB perkapita digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata
ekonomi per kapita penduduk suatu negara (Sirusa, 2018).
. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata masyarakat dalam
suatu daerah. Pendapatan perkapita menjadi indikator berhasil tidaknya
pembangunan ekonomi daerah, yang dilihat dari tinggi rendahnya pendapatn
masyarakat (Faizal, 2018).
. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB adalah suatu nilai yang menunjukkan
pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam
selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB ini digunakan untuk mengukur
kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, sebagai dasar

pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan
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pembangunan nasional atau sektoral dan regional, serta sebagai dasar
pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan (Sirusa, 2018).
7. Laju Pengeluaran Perkapita
Laju pengeluaran perkapita adalah berbagai pengeluaran konsumsi akhir
rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu

ataupun kelompok dalam selang waktu tertentu (Sirusa, 2018).

2.2.2 Aspek Sosial

Masalah utama dari aspek sosial adalah pertumbuhan jumlah penduduk.
Kenaikan jumlah penduduk ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti
rendahnya tingkat pendidikan, tidak memadainya jaminan sosial pada Negara
yang bersangkutan, urbanisasi, dan budaya. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kemiskinan, dan kekurangan air
yang mengakibatkan masalah kekurangan gizi pada manusia. Oleh karena itu,
aspek sosial ini diperlukan dalam evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan.
Kriteria pada aspek sosial dalam evaluasi tersebut ditentukan oleh sub kriteria
sebagai berikut.

1. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di
suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan
dengan luas tanah yang dtempati dinyatakan dengn banyaknya penduduk

perkilometer persegi (Askolani, 2015).
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2. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu
wilayah tertentu setiap tahunnya yang dinyatakan dalam prosentase (%)
(ANONIM, 20186).
3. Area Jalan Perkapita
Jalan merupakan media transportasi yang mnghubungkan suatu wilayah ke
wilayah lainnya yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi
dan sosial lainnya. Ada banyak Klasifikasi tentang jalan, namun dalam
penelitian ini jalan yang digunakan adalah jalan Provinsi. Jalan Provinsi adalah
jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota
kabupaten atau kota, antar kabupaten dan jalan strategis provinsi yang
dinyatakan dalam kilometer (km) (Puspito, 2018).
4. Area Permukiman Perkapita
Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian
dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana lingkungan dan kesempatan kerja untuk mendukung
perikehidupan dan penghidupan (Hariyanto, 2007). Area permukiman dalam
peneliian ini dinyatakan dalam meter kuadrat (m?).
5. Rasio Pengangguran
Proporsi pengangguran dikeseluruhan tenaga kerja yang dinyatakan dalam

prosentase (%).
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6. Indeks Gini
Indeks gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar
antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks
gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Aspek
pemerataan pendapatan merupakan salah satu ukuran keberhasilan
pembagunan suatu daerah. Seperti contoh, berdasarkan data BPS nilai indeks
gini di Jawa Timur sebesar 0,4, kemudian pada tahun 2016 nilainya tidak
mengalami perubahan yaitu sebesar 0,4. Artinya tingkat ketimpangan
pendapatan masyarakat Jawa Timur dalam kategori sedang ( antara 0,3 — 0,5)
(Setiawan, 2017).
7. Jumlah Puskesmas
Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan
pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta
masyarakat dan memberikan pelayanan secara meenyeluruh dan terpadu di
wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Indarwati, 2018). Dalam
penelitian ini menggunakan sub kriteria jumlah puskesmas, karena pemeratan
puskesmas di suatu wilayah menjadi tolak ukur pelayanan kesehatan. Jika
pelayanan kesehatan terpenuhi masyarkat-masyarakat kurang mampu dapat

sejahtera.

2.2.3 Aspek Lingkungan

Ada beberapa masalah pokok dalam aspek lingkungn seperti perubahan

iklim yang umumnya dikarenkan oleh ulah manusia sendiri. Emisi dari gas-gas

18



rumah kaca seperti CO, dan NO, yang disebabkan oleh kegiataan industri dan
aktivitas manusia. Penggundulan dan pembakaran hutan yang diubah fungsinya
seperti hutan lindung menjadi hutan produksi. Kemudian masalah lingkungan
lainnya adalah konsumsi air dari tahun ke tahun juga terus bertambah sejalan
dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri dan usaha-usaha disektor
pertanian. Oleh karena itu, aspek lingkungan perlu berkelanjutan untuk kebutuhan
generasi yang akan datang. Maka kriteria pada aspek lingkungan dalam evaluasi
pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur ditentukan oleh sub kriteria
sebagai berikut.
1. Kelayakan Penggunaan Air Bersih
Air bersih menjadi faktor kemajuan suatu wilayah, karena dengan air
bersih masyarakat menjadi sejahtera dan sehat. Air bersih sangat penting untuk
kebutuhan sehari-hari masyarakat karena jaminan kesehatan. Air bersih dalam
penelitian ini dinyatakan dalam meter kubik (m®).
2. Area yang Cocok untuk Bertanam Perkapita
Ukuran daratan yang cocok untuk becocok tanam oleh setiap penduduk
seperti lahan sawah dan perkebunan yang dinyatakan dalam hektar are (ha).
3. Investasi Perlindungan Ekologis
Dalam upaya membangun sebuah kawasan industri atau permukiman, hal
yang tidak dapat dihindari adalah adanya perubahan ekosistem lingkungan.
Secara langsung berpotensi mengganggu dalam derajat tertentu, dapat
mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hiup. Investasi perlindugan

ekologis diartikan sebagai total nilai pengeluaran atas perlindungan ekosistem.
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4. Proporsi Pemenuhan Hutan Kota
Penurunan kualitas lingkungan daerah dan pengembalian fungsi ruang
terbuka hijau dalam paradigma baru bertitik tolak pada pembangunn daerh
berkelanjutan. Dimana tujuan utama pembangunan ini adalah untuk
pemenuhan kebutuhan manusia saat ini tanpa memutuskan mata rantai
keberlanjutan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pengadaan ruang
terbuka hijau kota yang berkelanjutan lebih mengacu pada keselarasan antara
alam dan aktivitas manusia (Septina, 2005). Area penghijauan setiap area
pembangunan yang dinyatakan dalam hektar are (ha).
5. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah
Sampah menjadi sumber penyakit bagi tubuh, karena terdapat uman dan
batkteri. Sehingga diperlukan banyaknya adanya tempat pembuangan sampah
(TPS), karena menjaga supaya lingkungan bersih dan bebas sampah. Semakin
banyak pemerataan jumlah TPS, semakin efektif pembangunan daerah
dilaksanakan. Kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi indiktor
kemajuan suatu daerah.
Jumlah cerobong asap bebas yang dikeluarkan dari kegiatan industri yang

dinyatakan dalam Ton.

Untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa
Timur berdasarkan kriteria dan sub kriteria dalam penelitian ini menggunakan

Multiple Criteria Decision Making (MCDM).
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2.3 Analisis Faktor
Analisis faktor merupakan kajian tentang saling tergantungan antara

variabel-variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-variabel
baru, yang lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan menunjukkan
yang mana diantara variabel-variabel semula itu yang menunjukkan faktor-faktor
persekutuan. Ada dua asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis faktor yaitu uji
kecukupan data korelasi antar variabel secara multivariat yang dilakukan dengan
uji Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO) (Kartikasari, Zain, &
Nuswantara, 2014)
e Hipotesis dari KMO

Ho = Korelasi parsial dari data cukup untuk difaktorkan.

H; = Korelasi parsial dari data tidak cukup untuk difaktorkan.

Statistik uji:

P P 2
Yizq Ej=1 Tij

D NP 2P NP 2

Yimg Xjmq T + Limg Ljmyg A

KMO =

i=1,2,..,pdanj=1,2,..,p
p = banyaknya subkriteria
rij = koefisien korelasi antar variabel i dan j
ajj = koefisien korelasi parsial antara variabel i dan j
Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka Hy diterima sehingga dapat

disimpulkan jumlah data telah cukup difaktorkan.
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2.4 Multiple Criteria Decision Making (MCDM)

Proses pengambilan keputusan merupakan pemilihan suatu alternatif dari
beberapa alternatif sehingga menghasilkan pilihan terbaik berdasarkan beberapa
kriteria optimasi (Tabucanon, 1988).

MCDM dianggap sebagai istilah untuk semua model dan teknik yang
berhubungan dengan Multiple Objective Decision Making (MODM) atau Multiple
Attribute Decision Making (MADM) (Tabucanon, 1988). Suatu permasalahan
tergolong MCDM jika dan hanya jika setidaknya terdapat dua kriteria yang saling
bertentangan dan melibatkan dua solusi alternatif (Tabucanon, 1988). Apabila
suatu permasalahan memiliki minimal dua kriteria yang saling bertentangan, dan
masing-masing dari kriteria tersebut akan menghasilkan solusi alternatif yang
berbeda, maka barulah permasalahan tersebut dapat dikatakan MCDM. Kiriteria
memiliki dua macam sifat, yaitu kriteria yang saling bertentangan (conflicting
criteria) dan Kriteria yang tidak saling bertentangan (non-conflicting criteria).
Criteria yang saling bertentangan (conflicting criteria) merupakan suatu kriteria
yang apabila terpilih sebagai suatu alternatif pemecahan suatu masalah, akan
menghasilkan tingkat kepuasan yang berbeda dengan kriteria lainnya. Dengan
kata lain, tingkat kepuasan yang akan didapatkan nantinya akan berbeda-beda
sesuai dengan criteria mana yang diambil sebagai alternatif pemecahan suatu
masalah. Sedangkan kriteria yang tidak saling bertentangan (non-conflicting
criteria) bukan merupakan kebalikan dari kriteria yang saling bertentangan

(conflicting criteria), tetapi merupakan suatu kriteria yang apabila terpilih sebagai
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alternatif pemecahan suatu masalah akan menghasilkan tingkat kepuasan yang
jauh lebih besar dibandingkan dengan kriteria lainnya.

Dalam optimasi multi kriteria, konsep optimasi diubah dari yang semula
hanya merupakan konsep untuk menemukan nilai optimal atau meningkatkan nilai
dari tujuan yang saling bertentangan, berubah menjadi konsep untuk menemukan
solusi kompromi terbaik dari semua tujuan yang bertentangan (satisfactory
solution). Permasalahan pengambilan keputusan dengan multi kriteria biasa
diformulasikan degan suatu himpunan alternatif A = (a,,a,, ..., a,) dan suatu
himpunan kriteria C = (¢4, ¢y, ..., ¢,). Jika suatu kriteria dikatakan sebagai fungsi
nilai nyata pada himpunan A, maka C;(a;) merupakan performansi atau nilai atas
a, pada kriteria C;, sehingga penilaian kriteria pada suatu alternatif a; € A
ditunjukkan pad vektor C;(a;) = (c;(ay), cz(az), ..., cm(am)). Secara umum ada
empat tahapan yang harus dilakukan sebelum menemukan solusi masalah dalam
proses pengambilan keputusan, yaitu :

1. Mendefinisikan alternatif yang akan dijadikan bahan pertimbangan
pengambilan keputusan serta formula permasalahannya.

2. Menetapkan kriteria yang akan dijadikan dasar penilaian dan pemodelan
preferensi pengambil keputusan pada tiap-tiap kriteria tersebut.

3. Mensintesis informasi yang ada ke dalam suatu model global untuk
mengagregasikan prefensi pengambil keputusan tersebut.

4. Mengaplikasikan suatu prosedur tertentu sesuai dengan tujuan pengambilan

keputusan itu.
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Suatu tingkat kepentingan relatif dari suatu kriteria biasa disebut sebagai
prioritas atau bobot. Bobot berguna untuk membedakan tingkat kepentingan dari
beberapa kriteria namun masih dalam lingkup prioritas yang sama. Metode Fuzzy
merupakan salah satu dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk
melakukan pembobotan pada kasus multi kriteria. Metode Fuzzy C-Means dapat
memperkirakan preferensi nilai numerik yang tepat dalam keterkaitan-keterkaitan
kriteria dari indikator pembangunan daerah berkelanjutan. Misalnya nilai ekonomi
yang tinggi, sedang, rendah bertepatan dinilai berapa yang sesuai dengan data

objektif yang ada.

2.5 Fuzzy C-Means (FCM)

Clustering merupakan teknik umum untuk pengelompokan sekumpulan
objek sehingga hisa berada dalam satu kelompok yang sama. Clustering
digunakan untuk menganalisa data statistik diberbagai bidang. Tujuan utama
analisis cluster adalah mengelompokkan obyek-obyek berdasarkan kesamaan
karakteristik di antara obyek-obyek tersebut. Obyek tersebut akan diklasifikasikan
ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok sehingga obyek-obyek yang
berada dalam satu cluster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain.

Salah satu teknik analisis clustering adalah fuzzy clustering, fuzzy ini
digunakan untuk menentukan cluster optimal dalam suatu ruang vektor. Salah
satu dari metode fuzzy clustering adalah Fuzzy C-Means (FCM). FCM adalah
teknik clustering data dimana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster

ditentukan oleh nilai atau derajat keanggotaan.
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Konsep dasar FCM, pertama kali adalah menentukan pusat cluster, yang
akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap cluster. Pada kondisi awal, pusat
cluster ini masih belum akurat. Tiap-tiap titik data memiliki derajat keanggotaan
tiap-tiap cluster. Dengan memperbaiki pusat cluster dan derajat keanggotaan tiap-
tiap titik data secara berulang, maka pusat cluster akan bergerak menuju lokasi
yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimasi fungsi objektif yang
menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat cluster yang
berbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut (Kusumadewi & Purnomo,
2013).

Pada metode FCM, apabila terdapat suatu himpunan data sebagai berikut:
X = (%1, %5, ) Xp) (2.1)
Derajat keanggotaan suatu titik data ke-k di cluster ke-i yaitu:
Mire (Xr) € [0,1] dengan
1<i<c;1<k £N) (2.2)

Dan matriks partisi didefinisikan sebagai:

taalx]  paalxe] o pedlxd]
U = py(c) = l1123[x2] Mzz[xz] .Ucz[xzs] (2.3)
tinlxn]  ponlxn] o pen[xn]

Zc:ltzk =1 (2.4)

Yang berarti bahwa jumlah derajat keanggotaan suatu data pada semua cluster

harus sama dengan 1.
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Untuk menyelesaikan permasalahan fuzzy clustering dengan menggunakan
metode Fuzzy C-Means dapat menggunakan Algoritma Fuzzy C-Means sebagai

berikut.

1. Input data yang akan dicluster X, berupa matriks berukuran n xm ( n =
jumlah sampel data, m = atribut setiap data). X; = data sampel ke-i (i = 1,

2,...,n), atribut ke-j (j =1, 2, ...,m).

2. Tentukan:
= Jumlah cluster =c;
= Pangkat =W,
= Maksimum iterasi = Maxlterasi;

= Error terkecil yang diharapkan  =¢
= Fungsi objektif awal =P,
= |terasi awal =t
3. Bangkitkan bilangan random p;;, dimana i = 1, 2,....n; k = 1, 2,...,c; sebagai
elemen-elemen matriks partisi awal U.

Hitung jumlah setiap kolom (atribut):

0= ) 25)
k=1

Kemudian hitung:

_ i

-2 (2.6)

Uik
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4. Hitung pusat cluster ke-k: Vi dengan k =1, 2,...,c dan j=1, 2,...m

i ()" * X
X (i )"

Dengan:
= pusat cluster
Ui, = derajat keanggotaan titik ke-k di cluter ke-i
w = pangkat pembobot
X = data masukan ke-i, atribut ke-j
5. Hitung fungsi objektif pada iterasi ke-t,
n
- Z Z(Xl, — Vi | G )™ 28)
i=1k

6. Hitung perubahan matriks partisi:

-1

m X — Vi)t
Uy = [ j=1(Xij kj)] — (2.9

Zk 1[2 1(le ij)z]m

Dengan:
X;j = sampel data ke-i, atribut ke-j
= pusat cluster ke-k untuk atribut ke-j

w = pangkat pembobot
7. Cek kondisi berhenti:
= Jika t > Maxiterasi maka berhenti

= Jika tidak, t =t + 1, ulangi langkah ke-4
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8. Jika kondisi berhenti, maka akan ditemukan kelompok pusat-pusat ckuster dan
derajat keanggotaana setiap kriteria.

Setelah didapatkan hasil pembobotan dengan Fuzzy C-Means, dilakukan

evaluasi atau validasi cluster hasil pembobotan. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini mengggunakan Silhouette index.

2.6 Silhouette Index

Silhouette Index merupakan metode validasi yang digunakan untuk
menguji kualitas dari hasil cluster. Validasi cluster dilakukan untuk mengukur
seberapa baik hasil pengelompokkan yang didapat. Untuk menghitung nilai dari
Silhouette Index (SI) dari sebuah data ke-i, ada dua komponen yaitu a; dan b;.
Dengan a; adalah rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data lainnya dalam satu
cluster, sedangkan b; diperoleh dari perhitungan rata-rata jarak data ke-i terhadap
semua data dari cluster lain yang tidak dalam satu cluster dengan data ke-i yang
diambil nilai minimalnya (Desgraupes, 2013). Berikut adalah rumus untuk

menghitung a;, b;, dan SI.
(2.10)

J__1 ™ J o
gt

i = 1,2, ,m]
d(xij,xf) adalah jarak data ke-I dengan data ke-r dalam satu klaster j, sedangkan

m; adalah jumlah data dalam klaster ke-j.

b =n :’if’?._,k{miz’"f (), ) } (211)
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i=12,..,m,

j_J
bi a;

s1 = maxtal b)) (2.12)

Nilai SI bernilai atau mendekati 1 maka objek i berada pada cluster yang
tepat, jika Sl bernilai atau mendekati 0 maka objek i berada pada dua cluster atau
tidak jelas penempatannya, sedangkan Sl bernilai atau mendekati -1 maka objek i

berada pada cluster yang lain atau dapat diinterpretasikan dalam Tabel 2.1

(Fitriani, Zulhanif, & Pontoh, 2016).

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Silhouette Index

Nilai Silhouette Index Interpretasi
0.7<Sl<=1 Cluster yang kuat
0.5<SI<=0.7 Cluster yang sesuai
0.25<SI<=05 Cluster yang lemah
SI<=0.25 Tidak dapat dikatakan sebagai
cluster

Sumber: (Kaufman & Rousseeauw, 2005)

Dari hasil validasi clustering nanti akan digunakan sebagai vektor
pembobot dalam perangkingan kabupaten atau kota di Jawa Timur menggunakan

metode TOPSIS.

2.7 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

(TOPSIS)
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau biasa

disingkat dengan TOPSIS didasarkan pasa konsep dimana alternatif terbaik tidak
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hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki
jarak terpanjang dari solusi negatif (Hwang & Yoon, 1981). Metode TOPSIS
merupakan salah satu dari model MCDM yang digunakan untuk penilaian atau
seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Dalam metode
TOPSIS tidak terdapat batasan mengenai jumlah atribut dan alternatif yang
digunakan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus yang
memiliki atribut kuantitatif dengan lebih efisien (Rao, 2004). Selain konsepnya
yang sederhana dan mudah dipahami, metode TOPSIS juga mempunyai
kemampuan untuk mengukur kinerja positif dari alternatif-alternatif keputusan
dalam bentuk matematis yang sederhana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
metode TOPSIS digunakan untuk melakukan perangkingan terhadap 29
kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini merupakan langkah-
langkah yang digunakan untuk menggunakan metode TOPSIS.

1. Normalisasi matriks keputusan U = (x;j)nxm dé€ngan menggunakan

persamaan 2.12.

(2.13)

Dimana, U = matriks derajat keanggotaan cluster

30



x;j= nilai matriks derajat keanggotaan cluster alternatif ke-i

terhadap atribut ke- j
2. Menentukan nilai maksimum dan minimum dari persamaan (2.13) dengan

menggunakan rumus pada Persamaan 2.14 dan 2.15.

max |.
St={v], .., vt} = {( i Vil

en), ("Ml €1)} 214

s7= One = {(" vl e 1), (7o

je))} 1)

dengan i adalah alternatif dan j adalah kriteria.
3. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal
positif (D;7) dan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal

positif (D;~) dengan rumus pada Persamaan 2.15 dan 2.16.

m
+ _ +
D" = Z(”U—"j )? (2.16)
=
m
D; = Z(Uij — v )?
= (2.17)

dimanai=1,2,..,n
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4. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (7;) dengan rumus pada

Persamaan 2.18.

(2.18)

dimanai =1,2,...,m

5. Setelah nilai preferensi didapatkan, maka selanjutnya diurutkan dari nilai
preferensi yang tertinggi ke terendah. Nilai preferensi tinggi maka akan

menjadi rangking yang tertinggi, begitupun sebaliknya.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan,
bagaimana data penelitian diperoleh, apa saja variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan

dalam penelitian untuk dapat menjawab perumusan masalah penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
terapan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian terapan merupakan penelitian
yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk pemecahan
masalah yang bersifat fungsional. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian
dalam pengumpulan data dan penafsiran hasilnya menggunakan angka. Sehingga
dalam jenis penelitian ini, peneliti menerapkan metode Fuzzy C-Means dan
TOPSIS untuk menyelesaikan permasalahan evaluasi pembangunan berkelanjutan
di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data berupa angka dan penafsiran

hasilnya nanti menggunakan angka.
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3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau bersifat eksternal.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2015/2016 dari
beberapa indikator pembangunan berkelanjutan, yang meliputi aspek sosial,
aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Data tersebut didapatkan dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
statistik yaitu analisis faktor. Analisis faktor merupakan jenis analisis yang
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi antara variabel
satu dengan yang lain. Ada beberapa analisi faktor, namun dalam penelitian ini
Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO) .

KMO adalah indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi
dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi
parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika dibandingkan
dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO
mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5 (Simamora,

2005).
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3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel alternatif
dan variabel kriteria. Variabel alternatif merupakan variabel yang menunjukkan
obyek-obyek yang berbeda yang dipilih dalam evaluasi pembangunan daerah
berkelanjutan di Jawa Timur. Variabel alternatif dalam penelitian ini terdiri dari

29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Variabel alternatif dalam evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di

Jawa Timur.
No Kabupan/Kota No Kabupan/Kota
1 | Kabupaten Bangkalan 20 | Kabupaten Pasuruan
2 Kabupaten Banyuwangi 21 | Kabupaten Ponorogo
3 | Kabupaten Blitar 22 | Kabupaten Probolinggo
4 | Kabupaten Bojonegoro 23 | Kabupaten Sampang
5 | Kabupaten Bondowoso 24 | Kabupaten Sidoarjo
6 | Kabupaten Gresik 25 | Kabupaten Situbondo
7 Kabupaten Jember 26 | Kabupaten Sumenep
8 | Kabupaten Jombang 27 | Kabupaten Trenggalek
9 | Kabupaten Kediri 28 | Kabupaten Tuban
10 | Kabupaten Lamongan 29 | Kabupaten Tulungagung
11 | Kabupaten Lumajang 30 | Kota Batu
12 | Kabupaten Madiun 31 | Kota Blitar
13 | Kabupaten Magetan 32 | Kota Kediri
14 | Kabupaten Malang 33 | Kota Madiun
15 | Kabupaten Mojokerto 34 | Kota Malang
16 | Kabupaten Nganjuk 35 | Kota Mojokerto
17 | Kabupaten Ngawi 36 | Kota Pasuruan
18 | Kabupaten Pacitan 37 | Kota Probolinggo
19 | Kabupaten Pamekasan 38 | Kota Surabaya

Sedangkan variabel kriteria merupakan variabel yang menunjukkan
kriteria dalam evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur.

Variabel kriteria dalam penelitian ini seperti disebutkan dalam Gambar 3.2.



Evaluasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Sosial Ekonomi Lingkungan
| |
| | | | | | |
Kepadatan Area Jalan Rasio Jumlah Kelayakan Investasi
Penduduk Perkapita Pengangguran Puskesmas Penggunaan Air Perlindungan Jumlah TPS
Bersih Ekologis
Laju Pertumbuhan| | Area Permukiman Indeks Gini Area Cocok Proporsi
Penduduk Perkapita untuk Bertanam Pemenuhan
Hutan Kota
PDRB Rata-rata Pendapatan Laju Pengeluaran
Pengeluaran Perkapita Perkapita
Perkapita
investasi PDRB Laju Pertumbuhan
Tetap Perkapita PDRB

Gambar 3.2 Variabel Kriteria Pembangunan Daerah Berkelanjutan
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3.5 Tahapan Penyelesaian Penelitian
Tahapan penyelesaian penelitian evalusi pembangunan daerah

berkelanjutan ini akan disajikan pada Gambar 3.3.

{ Mulai )

N

Data Alternatif &
Data Kriteria

A 4

Fuzzy C-Means

!

Validasi Cluster
Menggunakan
Shilouette Index

|

TOPSIS

A 4

Data Hasil
Rangking

A 4

{ Selesai )

Gambar 3.3 Tahapan Penyelesaian Penelitian Secara Umum

Adapun penjelasan mengenai tahapan penyelesaian penelitian secara
umum adalah sebagai berikut.
a. Memasukkan data alternatif dan data kriteria. Data alternatif terdapat pada
Tabel 3.2 Sedangkan data kriteria tedapat pada Gambar 3.3
b. Data tersebut di kelompokkan atau di cluster menjadi empat cluster

menggunakan metode Fuzzy C-Means. Proses cluster ini bertujuan untuk
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pembobotan setiap kriteria yang digunakan untuk proses perangkingan. Bobot
yang digunakan diperoleh dari derajat keanggotaan Fuzzy C-Means.

. Setelah mendapatkan bobot dan cluster dari proses Fuzzy C-Means maka akan
divalidasi menggunakan metode Silhouette Index. Untuk langkah-langkah
validasi menggunakan rumus persamaan 2.10, 2.11, dan 2.12.

. Validasi cluster didapatkan, maka bobot dari proses Fuzzy C-Means tersebut
digabungkan dalam proses perangkingan menggunakan metode TOPSIS
dengan tujuan untuk mengetahui nilai dari setiap kabupaten dan kota di Jawa
Timur.

. Kemudian setelah itu didapatkan hasil rangking untuk setiap daerah kabupaten
atau kota di Jawa Timur bedasarkan kriteria pembangunan daerah

berkelanjutan, selanjutnya diambil kesimpulan.

. I Data Alternatif Dibangkitkan Dihitung Pusat Dihitung fungsi
Mulai > >
& Data Kriteria Bilangan Random Cluster Objektif

Dihitung

Cek Kondisi Bangkitkan

A

perubahan

Berheni Matriks Partisi

Bilangan Random

Validasi cluster I Data Hasil
menggunakan
Silhouette Index (SI) I Cluster

Normalisasi Menentukan Nilai Menentukan Matriks

Keputusan Maksimum dan Minimum dan Negatif

Mengurutkan Nilai Menentukan Nilai Preferensi |

> Matriks > »| Solusi Ideal Positif |—

Preferensi Setiap Alternatif Setiap Alternatif

Data Hasil Selesai
Rangking

Gambar 3.4 Proses Fuzzy C-Means dan TOPSIS

Fuzzy
C-Means
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Adapun penjelasan mengenai tahapan penyelesaian penelitian secara
rinci pada proses Fuzzy C-Mean dan TOPSIS adalah sebagai berikut.
a. Proses Clustering Menggunakan Fuzzy C-Means

Langkah- langkah dari clustering menggunakan metode Fuzzy C-Means

adalah sebagai berikut.

1) Data alternatif dan data kriteria dibentuk dalam bentuk matriks n X m.

2) Ditentukan jumlah cluster, pangkat, maksimum iterasi, error terkecil
yang di harapkan, fungsi objektif awal, dan iterasi awal.

3) Dibangkitkan bilangan random dengan menggunakan Persamaan 2.5
dan 2.6.

4) Dihitung pusat cluster ke-k menggunakan Persamaan 2.7.

5) Kemudian dihitung fungsi objektif menggunakan Persamaan 2.8.

6) Setelah itu dihitung perubahan matriks partisi menggunakan Persamaan
2.9.

7) Cek kondisi berhenti, jika iterasi > maksimal iterasi maka akan
berhenti, jika tidak maka iterasi = iterasi + 1 dan akan di ulangi langkah
ke-2.

8) Jika proses ke-6 berhenti, maka akan ditemukan kelompok pusat-pusat
cluster dan derajat keanggotaan setiap kriteria.

b. Proses perangkingan menggunakan metode TOPSIS
Langkah-langkah perangkingan menggunakan metode TOPSIS adalah

sebagai berikut.
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1) Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dengan menggunakan

rumus pada Persamaan 2.13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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2) Menentukan nilai maksimum dan minimum dari matriks keputusan
yang ternormalisasi dengan rumus pada Persamaan 2.14 dan 2.15.

3) Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi
ideal positif dan matriks solusi ideal negatif dengan rumus pada
Persamaan 2.16 dan 2.17.

4) Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (7;) dengan rumus
pada Persamaan 2.18.

5) Mengurutkan hasil nilai preferensi untuk setiap alternatif dari yang

tertinggi ke terendah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Pada penelitian ini data-data yang digunakan diperoleh dari laporan BPS,
BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Data
yang digunakan berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan meliputi
kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari setiap Kriteria tersebut memiliki
sub-sub kriteria yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Penentuan
kriteria dan sub—sub kriteria didapatkan melalui studi pustaka dari jurnal ilmiah.

Terdapat tiga kriteria dan sembilan belas sub kriteria untuk clustering dan
perangkingan yang telah ditetapkan. Untuk rincian data kriteria dan sub kriteria
terdapat pada lampiran 1. Sebelum memasuki proses clustering dan perangkingan
dilakukan analisis faktor menggunakan statistik. Analisis faktor ini dilakukan
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi antara sub Kriteria satu
dengan yang lain. Tiga kriteria dan dua puluh dua sub kriteria yang ditetapkan
diawal menjadi data awal dan akan di uji normalitas dan analisis faktor dengan
tujuan penetapan sub kriteria kembali, karena tidak semua kabupaten/kota di Jawa
Timur melaporkan data-data yang ada. Hasil analisis faktor data awal terdapat

pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Faktor Data Awal

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .673
Approx. Chi-Square 579.341
Bartlett's Test of Sphericity  Df 171
Sig. .000

Berdasarkan teknik analisis data pada subbab 3.3 nilai KMO yang didapat
pada Tabel 4.5 Sebesar 0, 673. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa analisis faktor
terhadap sub kriteria dalam evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan cukup
tepat dengan 19 sub kriteria, sehingga dapat dilanjutkan keproses selanjutnya

yaitu Clutering data dengan metode FCM.

4.2 Clustering Data dengan Metode Fuzzy C-Means (FCM)

Data alternatif berupa jumlah kabupaten atau kota di Jawa Timur dan
kriteria serta sub kriteria dalam evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di
Jawa Timur pada lampiran 1 dilakukan clustering menggunakan metode FCM

sebagai berikut:

1. Input matriks partisi awal U berupa matriks berukuran n x m.

n adalah sampel data sejumlah 38, dan m adalah parameter atau sub kriteria
setiap data sejumlah 19. X;; adalah data sampel ke-i (i =1,2, ...,n) dan atribut ke-
j (j =1,2, ..., m). Data yang sudah disimpan dan ditampilkan dalam bentuk matriks

seperti pada Tabel 4.6 dibawah ini. Data pada tabel tersebut merupakan data



sampel dari Kkriteria ekonomi,

sosial,

lingkungan dalam

pembangunan berkelanjutan yang ada di Jawa Timur.

No

10
14
20
24
30
34
37

kriteria dan kriteria keseluruhan. Dalam proses perhitungan manual ini hanya
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indikator

Tabel 4.6 Data Sampel Dari Kriteria Ekenomi, Sosial, Dan Lingkungan

Kabupten/Kota

Kab Pacitan

Kab Tulungagung
Kab Lumajang
Kab Banyuwangi
Kab Pasuruan
Kab Magetan
Kab Lamongan
Kota Kediri

Kota Pasuruan
Kota Surabaya

Jumlah data yang akan dicluster berjumlah 38 data dan akan dicluster setiap

Ekonomi Sosial Lingkungan
PDRB Pengeluaran | Kepadatan | Indeks Area TPS
perkapita penduduk gini bertanam

9489,08 8048 397 0,33 64126 25
23446,44 9881 972 0,36 60376 68
19555,17 8311 577 0,29 89769 73
46924,58 11171 277 0,34 91930 46
89011,16 9198 1081 0,32 83029 39
11398,13 10988 912 0,34 42419 38
23623,79 10252 667 0,3 111635 10
76959,41 11070 4448 0,4 2456 3
5076,35 12295 5560 0,39 1600 33
343652,6 16295 8166 0,42 2707,1 185

digunakan 10 data saja dengan alasan efisiensi. Meskipun demikian,10 data ini

tetap diakumulasikan dari semua data yang ada. Semua data perhitungan

mempertimbangkan keberadaan data-data lainnya, sehingga hasilnya tetap relevan

dengan keluaran sistem. Data yang digunakan adalah data pada nomor 1, 4, 8, 10,

14, 20, 24, 30, 34, dan 37. Dalam perhitungan manual akan digunakan pada data

kriteria ekonomi yaitu data PDRB dan pengeluaran perkapita dan akan dibuat

matriks sebagai berikut.
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-9489,08 8048 -
23446,44 9881
1955517 8311
4692458 11171
89011,16 9198

7 111398,13 10988
23623,79 10252
76959,41 11070

5076,35 12295

1343652,6 16295

2. Menentukan nilai awal

Setelah memasukkan data kriteria ke dalam tabel, selanjutnya vyaitu
menentukan ketetapan niai-nilai awal yang akan digunakan sebagai berikut:
c. Jumlah cluster (c)

Jumlah cluster menunjukkan berapa kelompok data yang akan dilakukan
pada data dalam kriteria ekonomi, sosial, lingkungan, dan keseluruhan kriteria.
Pada penelitian ini, digunakan empat cluster yaitu rendah, sedang, tinggi, dan
sangat tinggi. Empat cluster ini betujuan untuk melihat data mana saja yang
masuk dalam kategori daerah yang tertinggal, daerah yang berkembang, daerah
yang potensial, dan daerah yang maju.

d. Pangkat (w)

Dalam perhitungan menggunakan metode FCM banyak menggunakan nilai
pangkat seperti pada persamaan (2.7), (2.8), dan (2.9). Penetapan pangkat pada
penelitian ini adalah 2, karena secara pangkat cluster harus lebih dari 1 dan secara
umum menggunakan 2.

e. Maksimum iterasi (MaxIterasi)
Maksimum iterasi digunakan untuk menggambarkan banyaknya iterasi yang

akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Maksimum iterasi yang
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ditetapkan lebih kecil dari maksimum iterasi yang seharusnya, maka hasil yang
akan didapatkan belum optimal. Pada penelitian ini ditetapkan maksimum iterasi

sebesar 100.

f. Error terkecil (&)

Error terkecil merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan iterasi
berhenti. Error terkecil menunjukkan perubahan fungsi objektif yang terjadi
sehingga semakin kecil nilainya, maka akan semakin rinci hasil akhir
perhitungan. Pada penelitian ini, error terkecil yang akan digunakan adalah
0,00001.

g. Fungsi objektif awal (Po)

Fungsi objektif selalu dihitung untuk setiap iterasinya. Nilai fungsi objektif
tersebut dibandingkan dengan fungsi objektif iterasi sebelumnya. Namun untuk
iterasi pertama, tidak memiliki iterasi sebelumnya. Sehingga ditetapkan nilai
fungsi objektif awalnya yaitu 0. Ketika melakukan pengecekan pemberhentian
iterasi pertama, nilai fungsi objektif saat ini dikurangkan dengan nilai 0. Hal ini
akan membuat tidak adanya perubahan nilai dari fungsi objektif sehingga, iterasi
akan tetap dilanjutkan.

h. Iterasi awal
Iterasi awal ditetapkan sebagai pendefinisian nilai permulaan untuk iterasi.

Nilai yang umum digunakan untuk iterasi awal adalah 1. Sehingga pada penelitian
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ini iterasi awal ditetapkan 1. Hal ini dikarenakan untuk memudah dalam

menghitung dan mengetahui jumlah iterasi yang terjadi.

3. Membangkitkan bilangan random

Langkah selanjutnya adalah membangkitkan bilangan random. Bilangan ini
digunakan sebagai nilai derajat kenggotaan awal dari setiap data. Dalam sistem ini
bilangan random dibangkitkan menggunakan fungsi khusus. Hal ini dikarenakan
bilangan random yang dibangkitkan memiliki syarat khusus, yaitu jumlah
keseluruhan cluster sama dengan 1. Sehingga akan ada empat bilangan random
yang akan dibangkitkan dalam setiap data yang akan diwakilkan dengan variabel
Uik1> Mikz» Miks» Hika- DENgaN menggunakan sampel data, bilangan random akan

dibangkitkan seperti Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pengbangkit Bilangan Random untuk Matriks Partisi Awal

Hik1 Hik2 Hi3 Hika

0,141 0,572 0,246 0.041
0,541 0,037 0,321 0,101
0,124 0,153 0,674 0,049
0,057 0,132 0,029 0,782
0,599 0,348 0,028 0,025
0,076 0,323 0,167 0,434
0,024 0,737 0,126 0,113
0,224 0,387 0,218 0,171
0,079 0,058 0,652 0,211

0,743 0,164 0,051 0,042
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Dari Tabel 4.7 akan dibuat matriks sebagai berikut.

10,141 0,572 0,246 0.041
0,541 0,037 0,321 0,101
0,124 0,153 0,674 0,049
0,057 0,132 0,029 0,782
0,599 0,348 0,028 0,025
0,076 0,323 0,167 0,434
0,024 0,737 0,126 0,113
0,224 0387 0,218 0,171
0,079 0,058 0,652 0,211
L0,743 0,164 0,051 0,042

U=y =

Kemudian akan dihitung bahwa jumlah keseluruhan cluster sama dengan 1.
i=1 M =1
* ik = 0141+ 0572+ 0,246 + 0.041 = 1
Sehingga terbukti bahwa jumlah dari bilangan random yang dibangkitkan dari

keseluruhan cluster sama dengan 1.

4. Menghitung pusat cluster

Setelah mendapatkan bilangan random, selanjutnya adalah menghitung
pusat cluster dari masing-maing sub kriteria yang ada pada masing-masing
cluster. Detail perhitungan dapat dilihat pada penyelesaian perhitungan pusat

Yiey ((uar )W * Xi)

dengan u;
I (i )W gan Hik

cluster 1 menggunakan persamaan (2.7) yaitu Vy; =

menunjukkan bilangan random yang mewakili masing-masing cluster, X;;
menunjukkan data dari sub kriteria, k=1, 2, ...,4;,n=10; j=1,2,..,m;w=2;

dani =1,2, ..., n.

_ ((0,141)%%9489,08) +((0,541)%+23446,44) +((0,124)2%19555,17) +((0,057)2%46924,58 ) +

V.
1 (0,141)2+ (0,541)2+(0,124)2+(0,057)2+
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((0,599)? ¥89011,16) + ((0,076)?*11398,13) +((0,024)?*23623,79) +((0,224)%%76959,41)+
(0,599)2+(0,076)2+(0,024)2+(0,224)2+

((0,079)? *5076,35) + ((0,743)?+343652,6)
(0,079)2+(0,743)2

__ 188,6524+6862,3275 +300,6803+152,4580 + 31937,2932+65,8356+13,6073+3861,5154
- 0,0199+0,2927+0,0154+0,0032+0,3588+0,0058+0,0006+0,0502

31,6815 + 189713,0742
0,0062+0,552

_ 233127,1253
- 1,3048

= 178668,0359

((0,141)%+8048) +((0,541)%+9881) +((0,124)%+8311) + ((0,057)2%11171 )+

|74 =
12 (0,141)2+ (0,541)2+(0,124)2+(0,057)% +

((0,599)? ¥9198) + ((0,076)2%10988) +((0,024)?*10252)+((0,224)%+11070)+
(0,599)2+(0,076)2+(0,024)2+(0,224)% +

((0,079)% ¥12295) + ((0,743)?*16295)
(0,079)2+(0,743)2

160,0023+2891,9810 +127,7899+36,2946 + 3300,2516+5,9052+5,9052+555,4483+
0,0199+0,2927+0,0154+0,0032+0,3588+0,0058+0,0006+0,0502+

76,7331 + 8995,6385
0,0062+0,552

16213,511
1,3048

= 12425,9937

Setelah didapatkan pusat cluster 1 pada sub krikteria PDRB sebesar
178668,0359 dan sub kriteria pengeluaran perkapita sebesar 12425,9937. Dengan
cara yang sama untuk perhitungan pusat cluster 2, 3, dan 4 didapatkan dalam

matriks V berikut.

178668,0359 12425,9937
37934,8056  9865,0650
17027,5500 10155,5511
38295,8763 11152,6341
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5. Menghitung fungsi objektif

Setelah didapatkan pusat cluster, selanjutnya adalah menghitung nilai
fungsi objektif dengan persamaan (2.8) yaitu
Py = 3 Yo, ([Z70 (X5 — Vi)?] (ua)™) dengan py menunjukkan bilangan random
yang mewakili masing-masing cluster, X;; menunjukkan data dari sub kriteria,
Vi; menunjukkan pusat cluster, k=1,2,...,4,n=10; j=1,2, ..., m;w=2;t=1,
dan i =1, 2, .., n. Untuk mempermudah perhitugan akan di misalkan L; =
[y = Vi )’ La = [Ey = vop?lty )t s = [Bha(xy -
Vai)? (s )? La = 231X — Va)?|(uar)? dan Py = Ly + Ly + L3 + L4. Berikut

detail dari perhitungan fungsi objektif.

L, = [ ?:1(Xij - V1j)2](#1k)2

[(9489,08 — 178668,0359)% + (8048 — 12425,9937)2](0,141)2 +

[(23446,44 — 178668,0359)% + (9881 — 12425,9937)2](0,541)2 +

+[(343652,6 — 178668,0359)% + (16295 — 12425,9937)2](0,743)2

26874586588,570

L, = [Z?:l(xij - V2j)2](ﬂ2k)2
= [(9489,08 — 37934,8056) + (8048 — 9865,0650)%](0,572)% +

[(23446,44 — 37934,8056)% + (9881 — 9865,0650)2](0,037)2 +

= +[(343652,6 — 37934,8056)% + (16295 — 9865,0650)2](0,164)2

= 3523286074,224
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L3 = [Z?:l(Xij - V3j)2](l'l3k)2

[(9489,08 — 10155,5511)% + (8048 — 9865,0650)2](0,246)% +

[(23446,44 — 10155,5511)? + (9881 — 9865,0650)%](0,321)% +

+[(343652,6 — 10155,5511)2 + (16295 — 9865,0650)2](0,051)2

= 192295786,616

L, = [2?:1()(17 it V4j)2](ﬂ4k)2
= [(9489,08 — 38295,8763)% + (8048 — 11152,6341)?](0.041)? +

[(23446,44 — 38295,8763)2 + (9881 — 11152,6341)2](0,101)2 +

= +[(343652,6 — 38295,8763)% + (16295 — 11152,6341)2](0,042)>

= 448145369,131

P1= L1+ L2+ L3+ L4
= 26874586588,570 + 3523286074,224 + 192295786,616 + 448145369,131

= 31038313818,541

Pada proses perhitungan fungsi objektif pada iterasi 1 didapatkan

31038313818,541.

6. Menghitung matriks perubahan partisi
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Langkah selanjutnya yaitu menghitung perubahan matriks atau menentukan

derajat keanggotaan baru. Perhitungan nilai matriks partisi baru menggunakan

-1

m (- Vi) [Vt
persamaan (2.9) vaitu py = (2 Gy~ vig)'| —. Untuk mempermudah

Sfema [ S (K= Vi) ]

perhitungan, maka akan dibuat tabel dengan dimisalkan S; = [2§=1(Xi,-—
211 2 211 ) 2711
)| Se= Sl =) L Sa= S - Ve L si=

-1
(22 (x, - V4,-)2] ,dan S;= S, + S, +S;+S, Berikut Tabel 4.8 hasil

perhitungan nilai matriks partisi baru. Pengalian setiap kolom Tabel dengan 10",

dengan tujuan untuk memperbesar nilai, karena hasil S;, S,, S5, S,,dan S, yang

sangat kecil.
Tabel 4.8 Perhitungan matriks perubahan partisi
S, 10 | S, 10" | §53100 | 5, %107 Sk
0,349 12,308 163,211 11,912 187,781
0,415 47,639 242,263 45,020 335,336
0,395 29,392 1021,322 27,833 1078,942
0,572 121,181 11,175 134,310 267,237
1,242 3,833 1,930 3,882 10,887
0,357 14,175 308,801 13,821 337,155
0,416 48,791 229,781 46,279 325,267
0,967 6,560 2,783 6,690 17,000
0,332 9,212 67,839 9,051 86,433
0,364 0,107 0,094 0,107 0,672
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Nilai matriks partisi baru diperoleh dengan membagi nilai pangkat cluster
dengan jumlah nilai pangkat semua cluster yang ada. Sehingga dengan demikian
akan didapatkan derajat keanggotan baru yang jumlahnya sama dengan 1.
Selanjutnya hasil tersebut dicek pada masing-masing cluster, nilai derajat
keanggotaan terbesar menunjukkan sebuah data masuk pada cluster tersebut.

Berikut hasil derajat kenggotaan baru pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Derajat Keanggotaan Baru

S, +10"° S, 10 | §5+10'° | §,+10"°
St St St St
0,002 0,066 0,869 0,063
0,001 0,142 0,722 0,134
0,000 0,027 0,947 0,026
0,002 0,453 0,042 0,503
0,114 0,352 0,177 0,357
0,001 0,042 0,916 0,041
0,001 0,150 0,706 0,142
0,057 0,386 0,164 0,394
0,004 0,107 0,785 0,105
0,542 0,159 0,140 0,160

Hasil dari derajat keanggotaan baru dari Tabel 4.9 dapat dibuat matriks

partisi U sebagai berikut.
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0,002 0,066 0,869 0,063
0,001 0,142 0,722 0,134
0,000 0,027 0,947 0,026
0,002 0,453 0,042 0,503
_ _|o114 0352 0,177 0357
U= pik = 0,001 0,042 0,916 0,041
0,001 0,150 0,706 0,142
0,057 0,386 0,164 0,394
0,004 0,107 0,785 0,105
10,542 0,159 0,140 0,160

Dari matriks U tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kecenderungan
data masuk ke kelompok atau cluster yang mana. Tabel 4.10 menunjukkan derajat

keanggotaan setiap data beserta kecenderungan data untuk masuk dalam suatu

cluster.
Tabel 4.10 Derajat Keanggotaan Tiap Data Pada Setiap Cluster
Derajat Keanggotaan Data pada Cluster Data Cenderung Masuk Ke
No Ke- Cluster Ke-
1 2 3 4 1 2 3 4
1 0,002 0,066 0,869 0,063 *
4 0,001 0,142 0,722 0,134 *
8 0,000 0,027 0,947 0,026 *
10 0,002 0,453 0,042 0,503 *
14 0,114 0,352 0,177 0,357 *
20 0,001 0,042 0,916 0,041 *
24 0,001 0,150 0,706 0,142 *
30 0,057 0,386 0,164 0,394 *
34 0,004 0,107 0,785 0,105 *
37 0,542 0,159 0,140 0,160 *
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Data Tabel 4.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa cluster ke-1 berisi data
37, cluster ke-2 tidak ada data yang masuk ke cluster tersebut, cluster ke-3 berisi
data 1, 4, 8, 20, 24, dan 34, serta cluster ke-4 berisi data 10, 14, dan 30.
Perhitungan clutering ini belum optimal karena masih ada data yang masuk ke

seluruhan cluster.

7. Melakukan cek kondisi berhenti

Untuk memperbaiki nilai derajat keanggotaan suatu data dalam cluster
tertentu, metode FCM meggunakan iterasi. Iterasi akan terus dilakukan sampai
terpenuhi dua kondisi, yaitu nilai mutlak selisih fungi objektif iterasi saat ini
dengan iterasi sebelumnya kurang dari nilai error yang ditetapkan atau ketika
sudah mencapai iterasi maksimum yang diinginkan. Karena proses ini merupakan
iterasi pertama dan nilai fungsi objektif awal ditetapkan bernilai 0, sehingga
|P, — Py] = |31038313818,541 — 0| = 31038313818,541. Dapat diartikan
|P, — Py| > &, karena nilai error yang ditetapkan adalah 0,00001. Kemudian
dilakukan pengecekan kembali untuk maksimum iterasi, pada nilai awal
ditetapkan maksimum adalah 100, sehingga perhitungan akan dilanjutkan ke
iterasi ke-2 untuk menghitung nilai pusat cluster. Perhitungan pada iterasi ke-2
menggunakan derajat keanggotaan yang baru seperti pada Tabel 4.10. Iterasi akan

berhenti setelah tidak terjadi perubahan terhadap nilai fungsi objektif.

Dengan menggunakan bantuan software Matlab R2013a, hasil perhitungan

clustering untuk Kkriteria ekonomi terdapat pada Tabel 4.11, kriteria sosial terdapat
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pada Tabel 4.12, kriteria lingkungan terdapat pada Tabel 4.13, dan seluruh kriteria

terdapat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Clustering Kriteria Ekonomi

Derajat Keanggotaan Data Pada c en%itrzim g
Kabupaten/Kota Cluster Ke- Masuk Ke
1 2 3 4 C:gzt_er
Kab Pacitan 0.9788 | 0.0033 [ 0.0003 | 0.0176 1
Kab Ponorogo 0.9765 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0197 1
Kab Trenggalek 0.9830 [ 0.0026 | 0.0002 | 0.0142 1
Kab Tulungagung 0.8793 | 0.0118 | 0.0007 | 0.1081 1
Kab Blitar 0.9235 | 0.0084 | 0.0005 | 0.0676 1
Kab Kediri 0.8433 | 0.0165 | 0.0011 | 0.1391 1
Kab Lumajang 0.9612 | 0.0045 | 0.0003 | 0.0339 1
Kab Bondowoso 0.9830 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0142 1
Kab Situbondo 0.9925 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0063 1
Kab Probolinggo 0.9447 | 0.0064 | 0.0004 | 0.0485 1
Kab Jombang 0.8718 | 0.0130 [ 0.0008 | 0.1143 1
Kab Nganjuk 0.9798 | 0.0028 | 0.0002 | 0.0173 1
Kab Madiun 0.9865 | 0.0020 | 0.0002 | 0.0113 1
Kab Magetan 0.9904 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0080 1
Kab Ngawi 0.9807 | 0.0029 | 0.0002 | 0.0161 1
Kab Lamongan 0.8802 | 0.0121 | 0.0008 | 0.1069 1
Kab Bangkalan 0.9809 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0163 1
Kab Sampang 0.9681 | 0.0048 [ 0.0004 | 0.0266 1
Kab Pamekasan 0.9560 | 0.0071 [ 0.0006 | 0.0364 1
Kab Sumenep 0.9220 | 0.0084 | 0.0005 | 0.0690 1
Kota Blitar 0.9139 | 0.0145 | 0.0012 | 0.0705 1
Kota Probolinggo 0.9345 | 0.0104 | 0.0008 | 0.0544 1
Kota Pasuruan 0.9396 | 0.0100 | 0.0008 | 0.0496 1
Kota Mojokerto 0.8927 | 0.0181 | 0.0014 | 0.0878 1
Kota Madiun 0.7131 | 0.0476 | 0.0033 | 0.2360 1
Kota Batu 0.7095 | 0.0469 | 0.0032 | 0.2404 1
Kab Pasuruan 0.0340 | 0.8473 | 0.0032 | 0.1155 2
Kab Sidoarjo 0.0564 | 0.8077 | 0.0135 | 0.1224 2
Kab Gresik 0.0255 | 0.8837 | 0.0023 | 0.0885 2
Kota Kediri 0.2236 | 0.3723 | 0.1308 | 0.2733 2
Kota Surabaya 0.0002 | 0.0004 | 0.9991 | 0.0003 3
Kab Malang 0.1149 | 0.0946 | 0.0030 | 0.7876 4
Kab Jember 0.1688 | 0.0452 | 0.0020 | 0.7840 4
Kab Banyuwangi 0.0299 | 0.0123 | 0.0004 | 0.9574 4
Kab Mojokerto 0.0183 | 0.0114 | 0.0003 | 0.9699 4
Kab Bojonegoro 0.0427 | 0.0171 | 0.0006 | 0.9396 4
Kab Tuban 0.0901 | 0.0170 | 0.0007 | 0.8922 4
Kota Malang 0.0711 | 0.0353 | 0.0011 | 0.8925 4
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Dari Tabel 4.11 dapat memberi informasi bahwa:

e Kelompok pertama (cluster ke-1), berisi kabupaten/kota dengan rata-rata
PDRB sekitar 0,1422 x 10° Milyar, investasi daerah sekitar 0,0020 x 10°
Milyar, rata-rata pengeluaran daerah sekitar 0,1003 x 10°, PDRB perkapita
sekitar 0,1890 x 10°, dan pendapatan perkapita sekitar 0.2762 x 10°, hasil ini
didapatkan dari pusat cluster. Kabupaten/kota yang masuk cluster ini
menunjukkan struktur perekonomian di wilayah daerah tertinggal.

e Kelompok kedua (cluster ke-2), berisi kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB
sekitar 0.9505 x 10° Milyar, investasi daerah sekitar 0.0327 x 10° Milyar,
rata-rata pengeluaran daerah sekitar 0.1142 x 10°, PDRB perkapita sekitar
1.2429 x 10°, dan pendapatan perkapita sekitar 0.9525 x 10°. Kabupaten/kota
yang masuk cluster ini menunjukkan struktur perekonomian di wilayah daerah
potensial.

e Kelompok ketiga (cluster ke-3) berisi kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB
sekitar 3.3910 x 10° Milyar, investasi daerah sekitar 0.2167 x 10° Milyar,
rata-rata pengeluaran daerah sekitar 0.1621 x 10°, PDRB perkapita sekitar
4.4561 x 10°, dan pendapatan perkapita sekitar 1.6144 x 10°. Kabupaten/kota
yang masuk cluster ini menunjukkan struktur perekonomian di wilayah daerah
maju.

o Kelompok keempat (cluster ke-4) berisi kabupaten/kota dengan rata-rata
PDRB sekitar 0.4815 x 10° Milyar, investasi daerah sekitar 0.0046 x 10°
Milyar, rata-rata pengeluaran daerah sekitar 0.1090 x 10°, PDRB perkapita

sekitar 0.6178 x 10°, dan pendapatan perkapita sekitar 0.5082 x 10°.
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Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan struktur perekonomian di

wilayah daerah berkembang.

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Clustering Kriteria Sosial

Data
Derajat Keanggotaan Data Pada Cluster Ke- | Cenderung
Kabupaten/Kota Masuk Ke
1 2 3 4 Cllgzt_er
Kab Banyuwangi 10.000 10.000 10.000 10.000 1
Kab Pacitan 0.0003 0.9668 0.0061 0.0269 2
Kab Ponorogo 0.0007 0.9440 0.0120 0.0434 2
Kab Malang 0.0003 0.9667 0.0057 0.0273 2
Kab Jember 0.0002 0.9776 0.0042 0.0180 2
Kab Bondowoso 0.0012 0.7537 0.0311 0.2140 2
Kab Situbondo 0.0003 0.9680 0.0059 0.0257 2
Kab Probolinggo 0.0004 0.9656 0.0069 0.0271 2
Kab Ngawi 0.0013 0.6892 0.0364 0.2731 2
Kab Bojonegoro 0.0010 0.8114 0.0254 0.1623 2
Kab Bangkalan 0.0012 0.7443 0.0314 0.2232 2
Kota Kediri 0.0003 0.9691 0.0063 0.0242 2
Kota Blitar 0.0003 0.9697 0.0063 0.0237 2
Kota Malang 0.0007 0.9211 0.0149 0.0634 2
Kota Probolinggo 0.0002 0.9809 0.0038 0.0151 2
Kota Pasuruan 0.0006 0.9447 0.0114 0.0432 2
Kota Mojokerto 0.0017 0.8718 0.0293 0.0972 2
Kota Madiun 0.0005 0.9558 0.0090 0.0347 2
Kota Batu 0.0001 0.9868 0.0026 0.0105 2
Kab Blitar 0.0220 0.0841 0.7155 0.1784 3
Kab Kediri 0.0006 0.0095 0.9481 0.0418 3
Kab Gresik 0.0016 0.0315 0.7953 0.1716 3
Kab Trenggalek 0.0012 0.2195 0.0448 0.7344 4
Kab Tulungagung 0.0011 0.0421 0.1065 0.8504 4
Kab Lumajang 0.0001 0.0077 0.0050 0.9873 4
Kab Pasuruan 0.0000 0.0018 0.0018 0.9963 4
Kab Sidoarjo 0.0014 0.0553 0.1386 0.8047 4
Kab Mojokerto 0.0006 0.0764 0.0263 0.8967 4
Kab Jombang 0.0020 0.0604 0.2920 0.6457 4
Kab Nganjuk 0.0001 0.0055 0.0036 0.9908 4
Kab Madiun 0.0001 0.0069 0.0045 0.9886 4
Kab Magetan 0.0004 0.0412 0.0177 0.9407 4
Kab Tuban 0.0013 0.2358 0.0458 0.7171 4
Kab Lamongan 0.0007 0.0889 0.0293 0.8811 4
Kab Sampang 0.0003 0.0148 0.0209 0.9640 4
Kab Pamekasan 0.0005 0.0232 0.0397 0.9367 4
Kab Sumenep 0.0003 0.0144 0.0199 0.9654 4
Kota Surabaya 0.0037 0.1171 0.3052 0.5740 4
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Suatu daerah akan masuk cluster yang telah ditentukan tergantung pada
seberapa derajat keanggotaannya terhadap sub kriteria sosial. Hasil perhitungan
clustering kriteria sosial pada Tabel 4.12 didapatkan informasi sebagai berikut:

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 1 merupakan daerah dengan rata-rata
kepadatan penduduk sebesar 0.0136 x 10°, area jalan perkapita sebesar 0.0005
x 10°, area permukiman sebesar 0.3068 x 10°, dan jumlah puskesmas sebesar
0.0003 x 10°. Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan
kesejahteraan sosial di wilayah daerah potensial.

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 2 merupakan daerah dengan rata-rata
kepadatan penduduk sebesar 0.0257 x 10°, area jalan perkapita sebesar 0.0004
x 10°, area permukiman sebesar 0.0306 x 10°, dan jumlah puskesmas sebesar
0.0002 x 10°. Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan
kesejahteraan sosial di wilayah daerah tertinggal.

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 3 merupakan daerah dengan rata-rata
kepadatan penduduk sebesar 0.0028 x 10°, area jalan perkapita sebesar 0.0009
x 10°, area permukiman sebesar 1.2741 x 10°, dan jumlah puskesmas sebesar
0.0004 x 10°. Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan
kesejahteraan sosial di wilayah daerah maju.

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 4 merupakan daerah dengan rata-rata
kepadatan penduduk sebesar 0.0118 x 10°, area jalan perkapita sebesar 0.0005,
area permukiman sebesar 0.1621 x 10°, dan jumlah puskesmas sebesar 0.0003
x 10°. Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan kesejahteraan

sosial di wilayah daerah berkembang.



Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Clustering Kriteria Lingkungan

Data
Derajat Keanggotaan Data Pada Cluster Ke- Cenderung
Kabupaten/Kota Masuk Ke
1 2 3 4 Claoter
Kab Pacitan 0.9353 0.0062 0.0079 0.0506 1
Kab Ponorogo 0.4833 0.0293 0.0213 0.4661 1
Kab Trenggalek 0.6526 0.0294 0.2117 0.1063 1
Kab Tulungagung 0.9941 0.0006 0.0010 0.0043 1
Kab Kediri 0.5043 0.0289 0.0214 0.4454 1
Kab Bondowoso 0.8445 0.0133 0.0144 0.1278 1
Kab Situbondo 0.9184 0.0076 0.0094 0.0646 1
Kab Mojokerto 0.8181 0.0191 0.0836 0.0792 1
Kab Jombang 0.9994 0.0001 0.0001 0.0004 1
Kab Nganjuk 0.9969 0.0003 0.0006 0.0022 1
Kab Madiun 0.8440 0.0167 0.0676 0.0717 1
Kab Magetan 0.7513 0.0242 0.1303 0.0942 1
Kab Ngawi 0.7902 0.0170 0.0170 0.1759 1
Kab Gresik 0.9935 0.0007 0.0015 0.0043 1
Kab Pamekasan 0.9532 0.0046 0.0061 0.0360 1
Kab Malang 0.0387 0.8638 0.0154 0.0822 2
Kab Jember 0.0426 0.7810 0.0116 0.1648 2
Kab Tuban 0.0332 0.8357 0.0093 0.1218 2
Kab Lamongan 0.0782 0.5081 0.0189 0.3948 2
Kab Sumenep 0.0135 0.9496 0.0049 0.0320 2
Kab Sidoarjo 0.2196 0.0228 0.6926 0.0650 3
Kota Kediri 0.0005 0.0001 0.9992 0.0002 3
Kota Blitar 0.0019 0.0004 0.9969 0.0008 3
Kota Malang 0.0003 0.0000 0.9996 0.0001 3
Kota Probolinggo 0.0007 0.0001 0.9989 0.0003 3
Kota Pasuruan 0.0013 0.0002 0.9979 0.0006 3
Kota Mojokerto 0.0027 0.0005 0.9956 0.0012 3
Kota Madiun 0.0018 0.0004 0.9970 0.0008 3
Kota Surabaya 0.0003 0.0001 0.9995 0.0001 3
Kota Batu 0.0015 0.0003 0.9975 0.0006 3
Kab Blitar 0.1800 0.0245 0.0127 0.7828 4
Kab Lumajang 0.0032 0.0017 0.0004 0.9947 4
Kab Banyuwangi 0.0148 0.0101 0.0021 0.9730 4
Kab Probolinggo 0.0028 0.0010 0.0003 0.9959 4
Kab Pasuruan 0.0396 0.0097 0.0038 0.9470 4
Kab Bojonegoro 0.0748 0.1412 0.0143 0.7698 4
Kab Bangkalan 0.0902 0.0169 0.0075 0.8853 4
Kab Sampang 0.0612 0.0882 0.0110 0.8396 4
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Dari Tabel 4.13 dapat memberi informasi bahwa:

o Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 1 merupakan daerah dengan rata-rata
kelayakan penggunaan air bersih sebesar 0.0007 x 10°, area yang cocok untuk
bertanam sebesar 0.5857 x 10°, proporsi pemenuhan hutan kota sebesar 0.0020
x 10° dan jumlah tempat pembuangan sampah sebesar 0.0004 x 10°.
Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan keadaan lingkungan di
wilayah daerah berkembang.

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 2 merupakan daerah dengan rata-rata
kelayakan penggunaan air bersih sebesar 0.0008 x 10°, area yang cocok untuk
bertanam sebesar 1.3246 x 10°, proporsi pemenuhan hutan kota sebesar 0.0047
x 10° dan jumlah tempat pembuangan sampah sebesar 0.0004 x 10°.
Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan keadaan lingkungan di
wilayah daerah maju.

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 3 merupakan daerah dengan rata-rata
kelayakan penggunaan air bersih sebesar 0.0008 x 10°, area yang cocok untuk
bertanam sebesar 0.0365 x 10°, proporsi pemenuhan hutan kota sebesar 0.0019
x 10° dan jumlah tempat pembuangan sampah sebesar 0.0006 x 10°.
Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan keadaan lingkungan di
wilayah daerah tertinggal.

e Kabupaten/kota yang masuk ke cluster 4 merupakan daerah dengan rata-rata
kelayakan penggunaan air bersih sebesar 0.0007 x 10°, area yang cocok untuk
bertanam sebesar 0.8801 x 10°, proporsi pemenuhan hutan kota sebesar 0.0048

x 10° dan jumlah tempat pembuangan sampah sebesar 0.0005 x 10°.



62

Kabupaten/kota yang masuk cluster ini menunjukkan keadaan lingkungan di

wilayah daerah potensial.

Tabel 4.14 Hasil Clustering Kriteria Keseluruhan

Kriteria
Kabupaten/Kota

Ekonomi Sosial Lingkungan
Kab Pacitan Tertinggal Tertinggal Berkembang
Kab Ponorogo Tertinggal Tertinggal Berkembang
Kab Trenggalek Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Tulungagung Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Blitar Tertinggal Maju Potensial
Kab Kediri Tertinggal Maju Berkembang
Kab Malang Berkembang Tertinggal Maju
Kab Lumajang Tertinggal Berkembang Potensial
Kab Jember Berkembang Tertinggal Maju
Kab Banyuwangi Berkembang Potensial Potensial
Kab Bondowoso Tertinggal Tertinggal Berkembang
Kab Situbondo Tertinggal Tertinggal Berkembang
Kab Probolinggo Tertinggal Tertinggal Potensial
Kab Pasuruan Potensial Berkembang Potensial
Kab Sidoarjo Potensial Berkembang Tertinggal
Kab Mojokerto Berkembang Berkembang Berkembang
Kab Jombang Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Nganjuk Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Madiun Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Magetan Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Ngawi Tertinggal Tertinggal Berkembang
Kab Bojonegoro Berkembang Tertinggal Potensial
Kab Tuban Berkembang Berkembang Maju
Kab Lamongan Tertinggal Berkembang Maju
Kab Gresik Potensial Maju Berkembang
Kab Bangkalan Tertinggal Tertinggal Potensial
Kab Sampang Tertinggal Berkembang Potensial
Kab Pamekasan Tertinggal Berkembang Berkembang
Kab Sumenep Tertinggal Berkembang Maju
Kota Kediri Potensial Tertinggal Tertinggal
Kota Blitar Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Kota Malang Berkembang Tertinggal Tertinggal
Kota Probolinggo Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Kota Pasuruan Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Kota Mojokerto Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Kota Madiun Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Kota Surabaya Maju Berkembang Tertinggal
Kota Batu Tertinggal Tertinggal Tertinggal
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Dari Tabel 4.14 didapatkan hasil cluster untuk setiap daerah untuk
kriteria keseluruhan. Tabel tersebut diperoleh dari Tabel 4.11, 4.12, dan 4.13.
Tabel 4.14 memberi informasi bahwa:

Pada kriteria ekonomi tampak bahwa sub kriteria PDRB, investasi
daerah, rata-rata pengeluaran daerah, PDRB perkapita, dan pendapatan perkapita
menunjukkan perbedaan jauh antara wilayah maju dengan wilayah potensial,
wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
PDRB dan invetasi daerah menentukan tahapan pembangunan di Jawa Timur
dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan
demikian perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ekonomi di wilayah
tertinggal agar terdapat peningkatan PDRB dan investasi daerah yang menjadi
pertumbuhan ekonomi.

Pada kriteria sosial dilihat dari rata-rata kepadatan penduduk, area jalan
perkapita, area permukiman, dan jumlah puskesmas. Aspek-aspek tersebut
menunjukkan perbedaan yang relatif jauh antara wilayah maju, wilayah potensial,
wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa tingkat pelayanan kesehatan masyarakat, prasarana transportasi antar
wilayah sangat kurang diwilayah tertinggal. Untuk kepadatan penduduk di
wilayah tertinggal diwilayah tertinggal lebih banyak daripada diwilayah lain.
Namun, area permukiman lebih banyak di wilayah maju. Hal ini untuk
kesejahteraan masyarakat wilayah tertinggal perlu diperhatikan untuk

menyetarakan dengan daerah lainnya.
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Kriteria lingkungan, aspek proporsi pemenuhan luas hutan kota
menunjukkan adanya perbedaan yang relatif sangat besar antara wilayah maju
dibandingkan dengan wilayah potenial, berkembang, dan tertinggal. Perbedaan
sumber daya alam antara kota dan kabupaten terletak pada dominasi pemanfaatan
lahan. Luas lahan pada wilayah kota relatif homogen oleh bangunan-bangunan
dan permukiman. Sebaliknya, pada wilayah kabupaten luas lahan relatif heterogen
antra lahan yang dapat untuk bercocok tanam, pemenuhan hutan kot, kawasan
permukiman, dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah
maju didominasi oleh wilayah kabupaten. Namun, untuk wilayah tertinggal dan
berkembang didominasi oleh daerah perkotaan. Untuk memaksimalkan ruang
terbuka hijau diwilayah tertinggal dan berkembang, maka dalam Undang Undang
Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang penataan ruang disyaratkan
minimal 30 persen dari luas wilayah perkotaan wajib digunakan sebagai ruang
terbuka hijau (Pratiwi, Santoso, & Ashar, 2018).

Hasil dari proses clustering ini hanya menunjukkan kabupaten/kota yang
dikategorikan ke wilayah daerah tertinggal, berkembang, potensial, dan maju.
Untuk menetapkan satu nilai dari kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka

dalam penelitian ini dilakukan perangkingan menggunakan metode TOPSIS.

4.3 Pengujian Kualitas Cluster menggunakan Silhouette Index
Pengujian terhadap sistem implementasi FCM dapat dilakukan dengan
menguji validalitas menggunakan Silhouette Index (SI) dengan menghitung jarak

menggunakan persamaan (2.11). Jika nilai SI bernilai atau mendekati 1 maka
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objek i berada pada cluster yang tepat, jika SI bernilai atau mendekati 0 maka
objek i berada pada dua cluster atau tidak jelas penempatannya, sedangkan Sl
bernilai atau mendekati -1 atau kurang dari sama dengan 0,25 maka objek i berada

pada cluster yang lain. Berikut Tabel 4.15 hasil uji validalitas menggunkan SI.

Tabel 4.15 Hasil Uji Kualitas Cluster dengan Silhouette Index

SI luster | luster
Kabupaten/Kota plri?ﬁe(l:’iZ_StE S'lr?,; ??acslg:itz{ ° F_)Iicriii;i:ﬂe
Ekonomi Lingkungan
Kab pacitan 0.9247 0.9141 0.7783
Kab ponorogo 0.9158 0.9082 -0.0978
Kab trenggalek 0.9242 0.4833 0.5452
Kab tulungagung 0.7551 0.8838 0.8611
Kab blitar 0.8155 0.6115 0.6148
Kab kediri 0.7073 0.0377 -0.0398
Kab malang 0.8659 0.9087 0.7598
Kab lumajang 0.7544 0.8901 0.9350
Kab jember 0.8980 0.9248 0.5279
Kab banyuwangi 0.9223 1.0000 0.9330
Kab bondowoso 0.9289 0.6647 0.6567
Kab situbondo 0.8452 0.9168 0.7564
Kab probolinggo -0.8357 0.9210 0.9152
Kab pasuruan -0.5544 0.9213 0.8460
Kab sidoarjo 0.8700 0.8670 0.6688
Kab mojokerto 0.7442 0.7627 0.8166
Kab jombang 0.9061 0.7543 0.8741
Kab nganjuk 0.9263 0.8937 0.8669
Kab madiun 0.9263 0.8915 0.8449
Kab magetan 0.9291 0.8229 0.7279
Kab ngawi 0.9196 0.5694 0.5767
Kab bojonegoro 0.8670 0.7387 0.7554
Kab tuban 0.7413 0.4472 0.6151
Kab lamongan 0.7556 0.7385 -0.1493
Kab gresik -0.8255 -0.4158 0.8880
Kab bangkalan 0.9069 0.6488 0.7645
Kab sampang 0.9089 0.9213 0.8402
Kab pamekasan 0.9048 0.9182 0.8018
Kab sumenep 0.8135 0.9202 0.8194
Kota kediri 0.1899 0.9222 0.9845
Kota blitar 0.8811 0.9235 0.9829
Kota malang 0.7613 0.8709 0.9847
Kota probolinggo 0.8935 0.9293 0.9842
Kota pasuruan 0.9017 0.9016 0.9836
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Kota mojokerto 0.8620 0.8424 0.9821
Kota madiun 0.6573 0.9102 0.9830
Kota surabaya 1.0000 0.6782 0.9846
Kota batu 0.6496 0.9342 0.9833

Dari hasil uji kualitas cluster menggunakan Silhouette Index menandakan
bahwa ada beberapa data yang tidak tepat berada dalam cluster kriteria tersebut
yang ditunjukkan pada data Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, dan Gresik pada
cluster kriteria ekonomi yang bernilai kurang dari sama dengan 0,25. Kemudian
untuk cluster kriteria sosial juga ada beberapa data yang tidak tepat berada dalam
cluster tesebut yang ditunjukkan pada data Kabupaten Gresik, selanjutnya untuk
cluster kriteria lingkungan juga ada beberapa data yang tidak tepat berada dalam
cluster tesebut yang ditunjukkan pada data Kabupaten Ponorogo, Kediri, dan
Lamongan.

Pada Tabel 4.15 tersebut terdapat nilai data yang mendekati O yang berarti
bahwa data tersebut posisinya berada diperbatasan diantara dua cluster seperti
pada data Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek dan Kediri pada cluster kriteria
sosial. Untuk data yang mendekati nilai 1 berarti data tersebut terletak pada
cluster yang tepat.

Namun, jika dihitung rata-rata dari nilai SI setiap kriteria didapatkan nilai
0,709 untuk kriteria ekonomi, 0,773 untuk kriteria sosial, dan 0,751 untuk kriteria
lingkungan. Sehingga jika dilihat dari Tabel 2.1 maka semua data tersebut terletak

dalam cluster yang kuat dan berarti berada pada cluster yang tepat.
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4.4 Perangkingan Menggunakan Metode TOPSIS

Setelah didapatkan nilai derajat keanggotaan untuk setiap data, selanjutnya
yaitu melakukan perangkingan terhadap nilai-nilai pada setiap data. Sebelum
melakukan perangkingan untuk setiap data, dilakukan perangkingan untuk pusat
cluster setiap kriteria dengan tujuan membedakan rangking data pada data yang
masuk cluster yang telah ditentukan. Sama halnya dengan perhitungan clustering,
proses perangkingan dalam penelitian ini dilakukan untuk kriteria ekonomi,
sosial, lingkungan, dan seluruh Kkriteria. Untuk perhitungan rangking secara
manual mnggunakan data pusat cluster kriteria ekonomi. Berikut adalah proses

yang dilakukan untuk merangking pusat cluster dan setiap data per kriteria.

1. Normalisasi matriks keputusan

Data hasil clustering berupa nilai Derajat Kenggotaan (DK) untuk setiap
data dibuat kedalam matriks atau tabel untuk memudahkan membaca data dalam
normalisasi matriks keputusan. Berikut data matriks kriteria ekonomi terdapat

pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Data Matriks Hasil Clustering

No DK1 DK 2 DK 3 DK 4
1 0,002 0,066 0,869 0,063
4 0,001 0,142 0,722 0,134
8 0,000 0,027 0,947 0,026
10 0,002 0,453 0,042 0,503
14 0,114 0,352 0,177 0,357

20 0,001 0,042 0,916 0,041

24 0,001 0,150 0,706 0,142

30 0,057 0,386 0,164 0,394

34 0,004 0,107 0,785 0,105

37 0,542 0,159 0,140 0,160
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Normalisasi matriks keputusan didapatkan dari hasil penyelesaian pada

_._min
Xij=

pada persamaan (2.12) yaitu v;; = H Dibawah ini merupakan Tabel

mi

i xi]-— i xij

4.17 dari normalisasi matriks keputusan kriteria ekonomi dari data pada Tabel

4.16.

Tabel 4.17 Normalisasi Matriks Keputusan Kriteria Ekonomi

No DK 1 DK 2 DK 3 DK 4

1 0 0,073818 ! 0,070358
4 0 0,195562 1 0,184466
8 0 0,028511 1 0,027455
10 0 0,9002 0,07984 1

14 0 0,979424 | 0,259259 1

20 0 0,044809 1 0,043716
24 0 0,211348 1 0,2
30 0 0,976261 0,317507 1

34 0 0,131882 1 0,129321
37 1 0,047264 0 0,049751

Dari Tabel 4.17 untuk mendapatkan nilai DK 1, DK 2, DK 3, dan DK 4

pada data No 1, diperoleh dari:

Vi1 =

0,002-0,002 0
0,869— 0,002 0,867
0,066— 0,002 0,064

= = = 0,073818
0,869— 0,002 0,867
0869- 0,002 _ 0867 _ 4

" 0,869-0,002 0867
0,063— 0,002 0,061

= = = 0,070358
0,869— 0,002 0,867

Dengan cara yang sama, maka semua data dapat diperoleh pada Tabel 4.17.
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2. Menentukan nilai maksimum dan minimum

Metode TOPSIS merupakan metode yang mencari solusi ideal positif dan
solusi ideal negatif dari data-data yang akan dirangking. Oleh Kkarena itu
ditentukan nilai maksimum dan minimum dari hasil normalisasi matriks
keputusan untuk mengetahui data solusi ideal positif dan solusi ideal negatif

menggunakan persamaan (2.14) dan (2.15).

Tabel 4.18 Max Min Kriteria Ekonomi

NO 1 4 8 10 14 20 24 30 34 37 Max Min
DK1 | 0,000 | 0,000 [ 0,000 [ 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 { 0,000 | 1,000 1 0

DK?2 | 0,074 | 0,196 | 0,029 | 0,900 | 0,979 | 0,045 | 0,211 | 0,976 | 0,132 | 0,047 | 0,979 0,029

DK3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,080 | 0,259 | 1,000 | 1,000 | 0,318 | 1,000 | 0,000 1 0

DK 4 | 0,070 | 0,184 | 0,027 | 1,000 | 1,000 | 0,044 | 0,200 | 1,000 | 0,129 | 0,050 1 0,027

Dari Tabel 4.18 diperoleh S* = {1, 0.979,1,1} dan S~ = {0,

0.029,0,0.027}.

3. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif

Setelah didapatkan nilai maksimum dan minimum dari hasil normalisasi
matriks keputusan. Selanjutnya dapat menentukan solusi ideal positif dan solusi
ideal negatif.

Solusi ideal positif adalah jarak setiap data ke nilai maksimum dan solusi
ideal negatif adalah jarak setiap data ke nilai minimum atau seperti persamaan
(2.16) dan (2.17). Solusi ideal poisitif dan solui ideal negatif ini yang akan
digunakan untuk mendapatkan hasil perangkingan. Berikut Tabel 4.19 merupakan
solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari perhitungan manual Kriteria

ekonomi.



Tabel 4.19 Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif

No D+ D-
1,638 1,002
4 1,510 1,026
8 1,688 1,000
10 1,361 1,308
14 1,244 1,385
20 1,670 1,000
24 1,493 1,031
30 1,211 1,395
34 1,574 1,010
37 1,665 1,000
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Dari Tabel 4.19 untuk mendapatkan nilai D+ dan D- pada data No 1,

diperoleh dari:

D;* = /(0,000 — 1)2 + (0,074 — 0,979 )2 + (1,000 — 1)% + (0,070 — 1 )2

= 1,638

D, = \/(0,000 —-0)?+ (0,074 — 0,029 )% + (1,000 — 0)2 + (0,070 — 0,027 )?

=1,002

Dengan cara yang sama, maka semua data dapat diperoleh pada Tabel 4.19.

4. Menentukan nilai preferensi setiap alternatif

Kedekatan solusi ideal merupakan solusi ideal negatif dibagi dengan

jumlah solusi ideal negatif dan solusi ideal positif. Berikut Tabel 4.20 merupakan

hasil nilai preferensi setiap alternatif dengan menggunakan persamaan (2.18).

Tabel 4.20 Hasil Nilai Preferensi Setiap Alternatif

No T
1 0,3795
4 0,4046
8 0,3720
10 0,4901
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14 0,5267
20 0,3746
24 0,4085
30 0,5353
34 0,3910
37 0,3753

Dari Tabel 4.20 untuk mendapatkan nilai T pada data No 1, diperoleh dari:

1,002 1,002

T, = = =0,3795
1,002+ 1,638 2,640
1,026 1,026

T, = = = 0,4046
1,026+1,510 2,536
1,000 1,000

Ty = = = 0,3720

1,000+ 1,688 2,688

Dengan cara yang sama, maka semua data dapat memperoleh nilai T pada Tabel
4.20.

5. Hasil perangkingan

Setelah mendapatkan hasil preferensi setiap alternatif, langkah terakhir
adalah menentukan perangkingan. Perangkingan didapatkan dari mengurutan dari
nilai kedekatan solusi ideal yang paling besar ke yang paling kecil. Alternatif

terbaik adalah alternatif yang memiliki preferensi tertinggi.

Tabel 4.21 Hasil Nilai Preferensi Setiap Alternatif

No T Rangking
1 0,3795 7
0,4046 5
8 0,3720 10
10 0,4901 3
14 0,5267 2
20 0,3746 9
24 0,4085 4
30 0,5353 1
34 0,3910 6
37 0,3753 8
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Dengan menggunakan bantuan software Matlab R2013a, hasil perangkingan
tiap kabupaten/kota menggunakan metode TOPSIS  dari hasil clustering
menggunakan metode Fuzzy C-Means untuk kriteria ekonomi, sosial, lingkungan,

dan keseluruhan kriteria terdapat pada Tabel 4.22 sebagai berikut.

Tabel 4.22 Hasil Perangkingan Kriteria Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan
Keseluruhan Kriteria

Kabupaten/Kota Kriteria_ Kritgria _Kriteria Kriteria T
Ekonomi Sosial Lingkungan | Keseluruhan

Kab Pacitan 25 12 28 32 0.5410
Kab Ponorogo 24 7 19 31 0.5411
Kab Trenggalek 30 22 21 25 0.5567
Kab Tulungagung 12 24 31 16 0.5330
Kab Blitar 17 35 12 13 0.5560
Kab Kediri 10 37 20 14 0.5454
Kab Malang 2 11 37 10 0.5994
Kab Lumajang 22 31 17 30 0.5444
Kab Jember 1 16 35 11 0.5938
Kab Banyuwangi 6 38 16 2 0.5210
Kab Bondowoso 29 3 25 36 0.5372
Kab Situbondo 33 13 27 35 0.5388
Kab Probolinggo 20 10 18 29 0.5462
Kab Pasuruan 36 34 15 8 0.4010
Kab Sidoarjo 35 23 1 7 0.4105
Kab Mojokerto 7 26 24 4 0.3641
Kab Jombang 11 20 33 15 0.5389
Kab Nganjuk 26 33 32 38 0.5347
Kab Madiun 31 32 26 27 0.5483
Kab Magetan 32 28 22 26 0.5527
Kab Ngawi 27 1 23 37 0.5370
Kab Bojonegoro 5 4 11 1 0.6237
Kab Tuban 3 21 36 12 0.5910
Kab Lamongan 13 25 34 24 0.5573
Kab Gresik 37 36 30 9 0.3668
Kab Bangkalan 28 2 14 34 0.5392
Kab Sampang 23 29 13 28 0.5465
Kab Pamekasan 21 27 29 33 0.5403
Kab Sumenep 16 30 38 23 0.5596
Kota Kediri 34 14 8 5 0.4376
Kota Blitar 15 15 3 21 0.5970
Kota Malang 4 6 10 3 0.3919
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Kota Probolinggo 18 17 7 20 0.5993
Kota Pasuruan 19 8 6 22 0.5949
Kota Mojokerto 14 5 2 19 0.6000
Kota Madiun 9 9 4 17 0.6212
Kota Surabaya 38 19 9 6 0.4174
Kota Batu 8 18 5 18 0.6202

Dari Tabel 4.22 didapatkan informasi bahwa:

1. Kabupaten Pacitan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 25, kriteria
sosial berada pada rangking 12, kriteria lingkungan berada pada rangking 28,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 32 dengan nilai preferensi 0,
5410.

2. Kabupaten Ponorogo pada kriteria ekonomi berada pada rangking 24, kriteria
sosial berada pada rangking 7, kriteria lingkungan berada pada rangking 19,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 31 dengan nilai preferensi 0,
5411.

3. Kabupaten Trenggalek pada kriteria ekonomi berada pada rangking 30, kriteria
sosial berada pada rangking 22, kriteria lingkungan berada pada rangking 21,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 25 dengan nilai preferensi 0,
5567.

4. Kabupaten Tulungagung pada kriteria ekonomi berada pada rangking 12,
kriteria sosial berada pada rangking 24, kriteria lingkungan berada pada
rangking 31, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 16 dengan nilai

preferensi 0, 5330.
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. Kabupaten Blitar pada kriteria ekonomi berada pada rangking 17, Kriteria
sosial berada pada rangking 35, kriteria lingkungan berada pada rangking 12,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 13 dengan nilai preferensi O,
5560.

. Kabupaten Kediri pada kriteria ekonomi berada pada rangking 10, kriteria
sosial berada pada rangking 37, kriteria lingkungan berada pada rangking 20,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 14 dengan nilai preferensi O,
9454,

. Kabupaten Malang pada kriteria ekonomi berada pada rangking 2, kriteria
sosial berada pada rangking 11, kriteria lingkungan berada pada rangking 37,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 10 dengan nilai preferensi O,
5994.

. Kabupaten Lumajang pada kriteria ekonomi berada pada rangking 22, kriteria
sosial berada pada rangking 31, kriteria lingkungan berada pada rangking 17,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 30 dengan nilai preferensi O,
5444,

. Kabupaten Jember pada kriteria ekonomi berada pada rangking 1, kriteria
sosial berada pada rangking 16, kriteria lingkungan berada pada rangking 35,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 11 dengan nilai preferensi 0,

5938.

10. Kabupaten Banyuwangi pada kriteria ekonomi berada pada rangking 6,

kriteria sosial berada pada rangking 38, kriteria lingkungan berada pada
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rangking 16, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 2 dengan nilai
preferensi 0, 5411.

Kabupaten Bondowoso pada kriteria ekonomi berada pada rangking 29,
kriteria sosial berada pada rangking 3, kriteria lingkungan berada pada
rangking 25, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 36 dengan nilai
preferensi 0, 5372.

Kabupaten Situbondo pada kriteria ekonomi berada pada rangking 33, kriteria
sosial berada pada rangking 13, kriteria lingkungan berada pada rangking 27,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 35 dengan nilai preferensi O,
5388.

Kabupaten Probolinggo pada kriteria ekonomi berada pada rangking 20,
kriteria sosial berada pada rangking 10, kriteria lingkungan berada pada
rangking 18, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 29 dengan nilai
preferensi 0, 5462.

Kabupaten Pasuruan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 36, kriteria
sosial berada pada rangking 34, kriteria lingkungan berada pada rangking 15,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 8 dengan nilai preferensi O,
4010.

Kabupaten Sidoarjo pada kriteria ekonomi berada pada rangking 35, kriteria
sosial berada pada rangking 23, kriteria lingkungan berada pada rangking 1,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 7 dengan nilai preferensi O,

4105.
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Kabupaten Mojokerto pada kriteria ekonomi berada pada rangking 7, kriteria
sosial berada pada rangking 26, kriteria lingkungan berada pada rangking 24,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 4 dengan nilai preferensi O,
3641.

Kabupaten Jombang pada kriteria ekonomi berada pada rangking 11, kriteria
sosial berada pada rangking 20, kriteria lingkungan berada pada rangking 33,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 15 dengan nilai preferensi O,
5389.

Kabupaten Nganjuk pada kriteria ekonomi berada pada rangking 26, kriteria
sosial berada pada rangking 33, kriteria lingkungan berada pada rangking 32,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 38 dengan nilai preferensi 0,
5347.

Kabupaten Madiun pada kriteria ekonomi berada pada rangking 31, kriteria
sosial berada pada rangking 32, kriteria lingkungan berada pada rangking 26,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 27 dengan nilai preferensi O,
5483.

Kabupaten Magetan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 32, kriteria
sosial berada pada rangking 28, kriteria lingkungan berada pada rangking 22,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 26 dengan nilai preferensi 0,
5527.

Kabupaten Ngawi pada kriteria ekonomi berada pada rangking 27, kriteria

sosial berada pada rangking 1, kriteria lingkungan berada pada rangking 23,
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dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 37 dengan nilai preferensi O,
5370.

Kabupaten Bojonegoro pada kriteria ekonomi berada pada rangking 5,
kriteria sosial berada pada rangking 4, kriteria lingkungan berada pada
rangking 11, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 1 dengan nilai
preferensi 0, 6237.

Kabupaten Tuban pada kriteria ekonomi berada pada rangking 3, kriteria
sosial berada pada rangking 21, kriteria lingkungan berada pada rangking 36,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 12 dengan nilai preferensi O,
5910.

Kabupaten Lamongan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 13 kriteria
sosial berada pada rangking 25, kriteria lingkungan berada pada rangking 34,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 24 dengan nilai preferensi O,
5573.

Kabupaten Gresik pada kriteria ekonomi berada pada rangking 37, kriteria
sosial berada pada rangking 36, kriteria lingkungan berada pada rangking 30,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 9 dengan nilai preferensi O,
3668.

Kabupaten Bangkalan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 28,
kriteria sosial berada pada rangking 2, kriteria lingkungan berada pada
rangking 14, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 34 dengan nilai

preferensi 0, 5392.
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Kabupaten Sampang pada kriteria ekonomi berada pada rangking 23, kriteria
sosial berada pada rangking 29, kriteria lingkungan berada pada rangking 13,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 28 dengan nilai preferensi O,
5465.

Kabupaten Pamekasan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 21,
kriteria sosial berada pada rangking 27, kriteria lingkungan berada pada
rangking 29, dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 33 dengan nilai
preferensi 0, 5403.

Kabupaten Sumenep pada kriteria ekonomi berada pada rangking 16, kriteria
sosial berada pada rangking 30, kriteria lingkungan berada pada rangking 38,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 23 dengan nilai preferensi 0,
5596.

Kota Kediri pada kriteria ekonomi berada pada rangking 34, kriteria sosial
berada pada rangking 14, kriteria lingkungan berada pada rangking 8, dan
kriteria keseluruhan berada pada rangking 5 dengan nilai preferensi 0, 4376.
Kota Blitar pada kriteria ekonomi berada pada rangking 15, kriteria sosial
berada pada rangking 15, kriteria lingkungan berada pada rangking 3, dan
kriteria keseluruhan berada pada rangking 21 dengan nilai preferensi 0, 5970.
Kota Malang pada kriteria ekonomi berada pada rangking 4, kriteria sosial
berada pada rangking 6, kriteria lingkungan berada pada rangking 10, dan
kriteria keseluruhan berada pada rangking 3 dengan nilai preferensi 0, 39109.
Kota Probolinggo pada kriteria ekonomi berada pada rangking 18, kriteria

sosial berada pada rangking 17, kriteria lingkungan berada pada rangking 7,
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dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 20 dengan nilai preferensi O,
5993.

Kota Pasuruan pada kriteria ekonomi berada pada rangking 19, kriteria sosial
berada pada rangking 8, kriteria lingkungan berada pada rangking 6, dan
kriteria keseluruhan berada pada rangking 22 dengan nilai preferensi 0, 5949.
Kota Mojokerto pada kriteria ekonomi berada pada rangking 14, kriteria
sosial berada pada rangking 5, kriteria lingkungan berada pada rangking 2,
dan kriteria keseluruhan berada pada rangking 19 dengan nilai preferensi O,
6000.

Kota Madiun pada kriteria ekonomi berada pada rangking 9, kriteria sosial
berada pada rangking 9, kriteria lingkungan berada pada rangking 4, dan
kriteria keseluruhan berada pada rangking 17 dengan nilai preferensi 0, 6212.
Kota Surabaya pada kriteria ekonomi berada pada rangking 38, kriteria sosial
berada pada rangking 19, kriteria lingkungan berada pada rangking 9, dan
kriteria keseluruhan berada pada rangking 6 dengan nilai preferensi 0, 4174.
Kota Batu pada kriteria ekonomi berada pada rangking 8, kriteria sosial
berada pada rangking 18, kriteria lingkungan berada pada rangking 5, dan

kriteria keseluruhan berada pada rangking 18 dengan nilai preferensi 0, 6202.

4.5 Analisis Hasil Perangkingan Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Analisis hasil perangkingan evaluasi pembangunan berkelanjutan di Jawa

Timur ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses pengambilan keputusan

MCDM menggunakan metode FCM dan TOPSIS sesuai dengan keadaan nyata.
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Pengambilan keputusan MCDM merupakan pengambilan keputusan secara multi
kriteria, sehingga apakah keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan kriteria
ekonomi, sosial, dan ekonomi dapat diterapkan menggunakan MCDM.

Untuk hasil clustering dari kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan
menggunakan metode FCM digunakan untuk mengidentifikasi wilayah
berdasarkan  persamaan karakteristik  variabel dengan tujuan  dapat
menggabungkan informasi pelaksanaan pembangunan daerah berkelanjutan di
Jawa Timur dengan lebih tepat. Hasil clustering didapatkan pada Tabel 4.14
dengan tiap kabupaten/kota di kelompokkan ke wilayah daerah tertinggal,
berkembang, potensial, dan maju.

Sebelum didapatkan hasil perangkingan setiap daerah, dirangking dahulu
pusat cluster dengan tujuan membedakan rangking daerah pada daerah yang
masuk cluster yang telah ditentukan. Berdasarkan data empirik pada lampiran 1,

2, dan 3 serta di ilustrasikan pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Data Daerah Peringkat Sepuluh Teratas

Untuk hasil perangkingan kriteria keseluruhan dapat dilihat pada Tabel
4.22 dan ditemukan bahwa kabupaten/kota yang memiliki peringkat sepuluh
teratas yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Banyuwangi, Kota Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang.

Keberhasilan kinerja kabupaten/kota dalam pembangunan daerah
berkelanjutan di Jawa Timur menunjukkan posisi sepuluh teratas cenderung
sebagai daerah industri dan sumberdaya pertanian yang tinggi. Kabupaten Malang

dan Kota Malang masuk kedalam daerah sepuluh teratas karena memiliki
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sumberdaya alam berupa pertanian yang luas dibandingkan kabupaten/kota yang
lain, selain itu kedua kota ini menjadi kawasan kota pelajar dan kota wisata.
Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Kota Surabaya berada
pada posisi sepuluh teratas dalam evaluasi pembangunan berkelanjutan karena
kabupaten/kota tersebut memiliki  karakteristik kota industri dimana
perkembangan ekonomi daerahnya cukup pesat, investasi tinggi, dan pelayanan
umum yang seimbang terhadap daerahnya. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro dan
Banyuwangi merupakan daerah yang sedikt lebih jauh dari pusat daerah industri
namun, fasilitas pelayanan umum yang seimbang dengan daerahnya.

Dari hasil analisis tersebut untuk implementasi MCDM dengan
menggunakan metode FCM dan TOPSIS dapat digunakan sebagai alternatif untuk
evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur, karena
pengelompokan dan perangkingan terdapat kesesuaian. Hal ini juga didukung
dalm penelitian tipologi daya saing kabupaten/kota di Jawa Timur (Suliswanto,
2017). Dalam penelitian tersebut menjelaskan kondisi ekonomi dan kekuatan daya
saing setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun demikian, beberapa
rangking kabupaten/kota juga terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut
dimungkinkan terjadi karena preferensi dari kriteria ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang tidak dibedakan. Sehingga perlu dilakukan dengan menggunakan

metode lain yang mengakomodir perbedaan preferensi kriteria-kriteria tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi MCDM
untuk evaluasi pembangunan daerah berkelanjutan di Jawa Timur menggunakan
metode Fuzzy C-Means dan TOPSIS dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil clustering berdasarkan indikator pembangunan daerah berkelanjutan di
Jawa Timur pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, menggunakan metode
Fuzzy C-Means telah berhasil dibangun dan dapat digunakan. Fuzzy C-Means
dapat mengelompokkan sebanyak 4 cluster yaitu cluster daerah maju,
potensial, berkembang, dan tertinggal. Serta berdasarkan data empirik hasil
clustering sesuai keadaan kabupaten/kota yang ada. Pengujian kualitas cluster
menggunakan uji Silhouette Index yang di hitung rata-rata nilai tersebut berada
pada cluster yang kuat dengan nilai rata-rata lebih dari 0,7.

2. Hasil perangkingan setiap kabupaten atau kota dalam evaluasi pembangunan
daerah berkelanjutan di Jawa Timur berdasarkan hasil cluster menggunakan
metode TOPSIS terdapat beberapa kesesuaian dengan penelitian tipologi daya
saing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017 oleh Suliswanto. Untuk hasil
perangkingan sepuluh besar teratas diduduki oleh Kabupaten Bojonegoro,
Banyuwangi, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Malang.
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5.2 Saran
Saran yang dapat disampaikan untuk peneliti yang ingin melanjutkan
maupun mengembangkan penelitian ini adalah:

1. Dalam konteks evaluasi pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan
menggunakan metode MCDM lainnya seperi AHP atau yang lainnya supaya
dapat dibandingkan hasil kesesuainnya dengan kondisi daerah sebenarnya.

2. Analisis yang lebih tajam dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya
supaya dapat mengkaji potensi-potensi disetiap kabupaten/kota berdasarkan

potensi/daya saing yang dimilikinya.
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